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 PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Indonesia saat 1m berada dalam masa transisi menuju perdagangan

: .g_"‘i_bebas yang ditandai dcngan adanya Asean Free Trade Area (AFT4) di S

'v';kawasan ASEAN dan Asia ,Pa;tf ¢ Economy Coorperation (APEC) di
:".;FkaWasan»Asia Pasifik. Dalam éi"év:_‘per_dagangan' bebaé’tefsebut, akan terjadi S

- ,integrasivdari fasilifas-fasilitas pada negara yang berada di bawah kepentingan

v _-multmasmnal dan 1ntegra51 dari produk-produk serta pasar keuangan. Dengan o

v:"_kata lain, batasan antara perekonomlan antar negara salmg berkaltan erat. o

- Peristiwa ekonomi yang terjadi di sebuah negara dengan mudah dan cepat

| 'tersebar'--k_e ncgara-negara | Iain'.*}Sehingga‘ “ tidak dapat dihindari édanya o

‘ pcrsain gan yang ketai. Dengan édanya persaingan ini, mehyebabkan kegiatan

. usaha di perusahaan-perusahaan ini semakin beragam dan berkembang,

- schingga diperlukan 'sumber'danz_‘a‘ yang cukup besar untuk membiayainya. -

Dengan alasan tersebut, perusahaan-perusahaan harus mencari dana tambahan

j dan pihak lain.

Lembaga perbankan sebagal salah satu lembaga kcuangan mempunyax o

nilai strategis dalam kehidupan perekonomlan suatu negara. Lembaga

~tersebut dimaksudkan sebagai_{- perantara pihak-pihak ‘yang mempunyai
' kelebihaﬁ daxia (surplus of funds) 'dengan ‘pihak-pihak yang kekurangéh dan
vvkmemerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak
}"vdalam bldang perkreditan dan melayam kebutuhan pemb;ayaan serta A
'melancarkan mekanisme sistem - pembayaran bagl semua  sektor .

) perekonomlan

Pertumbuhan perekonOmnan suatu daerah Juga tldak terlcpas dari

- peran serta aktif lembaga keuangan yang berada di dalamnya Peran aktif dari
Y_Iembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan

dalam roda perekonomian, yaitu selain. sebagai lembaga - yang

menghubungkan antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak- |

pihak yang membutuhkan dana, iémbaga keuangan juga‘memiliki"p'evranan A



_pembiayaaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah atau tidak,

b’; sébagai lembaga yaxig men;,hiinpim dana dari ‘masyalrékat berupa simpananv
- atau tabungan yang mana akan d1 salurkan kembali kepada masyarakat yang

. memerlukan dana berupa kredlt ( Clay Clarlta 2014).

Bank merupakan suatu Iembaga yang berfungsi sebagm perantara

-~ keuangan (f‘ inancial zntermedzary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana

. dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagal lembaga intermediasi, bank

N berperan pentmg dalam menglmnpun dana dan menyalurkannya ke sektor riil

dalam rangka mendorong, pcrtumbuhan ekonomx (Agent of Development).
~Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia -

. ' layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas sistem pembayaran

- _ (Agent of Sérvices). Dengan perahannya tersebut, bank telah menjadi lembaga

yang turut memengaruhi perkembangan perekonomiai_i suatu négara. Oleh

v’ karena itﬁ, perbankan hérus mafnpu mempertahahkan kinerjanyé agar dapat

- menjadi suatu industri yang sehat (Attar dkk, 2014).

Berdasarkan. jenisnya, lembag,a keuangan bank menurut Undang-, ’

' bUn‘dang Nomor 7 Tahun 1992 sebaglamana dirubah dengan Undang-Undang
',:'_>Nomor 10 Tahun 1998 Tentang ‘Perbankziﬁ dibedakan ménjadi dua, yaiﬁi

“bank umum dan Bénk P'crkreditzir‘i Rakyét. Bank umum merupakan bank yang“ |

- melaksanakan kegiaféri usaha secara konvensional dan atau' berdasarkan

~ prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas v

pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang

. melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip -

Syariah yang dalam kc:giatannya: tidak memberikan jasadaIam lalu lintas

~pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan singkatan

_ BPR merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya ditujukan

. : ‘untuk melayani pengusaha golbhgan mikro, ‘kecil.'dan menengah terutama
'- yang terdapat di daerah pedesaan. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR secara

. umum adalah menghlmpun dana dan masyarakat dalam ‘bentuk sunpanan o

- berupa tabungan dan dep051to berjangka, membcrlkan kredit, menyedlakan'



- ff:‘ 3 menjangkau seluruh kelompok masyarakat

'fj-"'menyalurkan kredtt kepada pengusaha mlkro, kecxi dan menengah saja,

oo '..ﬂl’me[amkan Juga menerima s:mpanan dari masyarakat serta membenkan'

Lo i‘ dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertlﬁkat Bank Indones1a, depos1to",; o | o
berjangka,semﬁkat deposxto atau tabungan pada bank lam Perkembangan’ e

A' Bank Perkreditan Rakyat tldak lepas dan kesuksesanya dalam penyaluranj B

.;fé ‘kredlt kepada usaha mlkro dan kecnl yang nantmya dlgunakan sebaga; modal : ', - S
dalam bcrusaha Keberadaan Bank Perkredltan Rakyat dlharapkan menjadl
ujung tombak pemblayaan sektor Usaha Mlkro Kecli (UMK) dan dapati ERE

v Mellhat pentmgnya BPR d1 dalam mendukung perekonomlaan’f;b.f_}":f;"._"; A
masyarakat maka keberadaan BPR perlu mendapat perhatian yang leblh balk“;- B
Fung,sx BPR sebagm Iembaga kepercayaan masyarakat tldak hanya

o Persyaratan yang leblh sederhana dalam hal pemberlan kredit dengan proses»]».‘ :

) li,lyang relatif cepat (www bi.go. 1d) Berdasarkan keunggulan tersebut BPR

T : belbagal kalangan

’;‘:‘,nlemad: salah satu lembaga keuangan yang dlmmatl oleh masyarakat darl S

Berkattan dengan latar belakang tersebut maka perlu dlla.kukan suatu; oo

ka}lan untuk melakukan Pen)’empumaan tcrhadapPeraturan Daerah R R

;:;:{»ekonoml masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan o
| Identnf’kms; Masahh

,beberapa permasalahan yaltu

"v‘t‘Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah_* S
:'_'T;V,Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar da]am bentuk naskah L

bfl_ akademlk dalam tangka penyesualan terhadap perkernbangan konsm somal"f??_y;

o Berdasarkan uraxan latar belakang dl atas maka dapat dudentlﬁkasl:,:.‘__;;_ 2

  ‘, 1, Sejalan dengan' perkembangan kérhzasyaiakatan':' }di, Kabupaten S

,Karanganyar pennasalahan apakah yang d1hadap1 oleh pemcrmtah.

S Daerah Bank Perkredxtan Rakyat‘7 DU

"v-fi»_bKabupaten Karanganyar da!am rangka penyelenggaraan Perusahaan' R A


http://www.bi.go.id

2 Mengapa d1perlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang., AT

< :Kabupatcn Karanganyar sebagal dasar pemecahan masalah tersebut" |

. 'Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar 7

¥ - C -Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akadenuk

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 o
. Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank - Perkredltan Rakyat

P ol ER IR N 'Apa yang menjadl pertlmbangan atau landasaﬂ ﬁlOSOﬁSa SOSIO]Og‘S’ Y““dls 5‘ . ' ,
B “.:ff‘gf.:pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas SR

i ‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 20]1 Tcntang'v"‘}j-. 5

/pra sasaran yang akan dlwujudkan ruang hngkup pengaturan Jangkauan SRR

- dan arzh pengaturan darl Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan'i”[t- .

'_-i::vAtas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 20115:{"}.‘:,2 pL B
B “.‘ : Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredxtan Rakyat Bank Karanganyaﬂ B - - .

Sejalan dengan permasalahan yang tEIah dudentlﬁkasx tujuan danv ’iﬂ: BRI

penyusunan naskah akademlk Rancan;,an Peraturan Daerah Kabupateni_‘..f:;

e Karanganyaﬂentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten:;>‘: . S

Perkredltan Rakyat Bank Karanganyaradaiah

» Daerah Bank Perkredltan Rakyat » »
2 Untuk menemukan hal hai pcntmg yang mcndasan perlunya penyusunan

R ) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahv R

| »‘_'pemecahan masalah tersebut

Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pcrusahaan Daerah Bank i L

l Untuk mengetahu1 permasalahan yang dlhadapl oleh pemenntah

Kabupaten Karanganyardalam rangka penyelenggaraan Perusahaan";  ‘ .

o »Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2011 Tentang Perusahaan R

Daerah Bank Perkrednan Rakyat Bank Karanganyar sebagal dasar B |

3 Untuk mengetahul ]andasan ﬁlosof is, sosxologns, dan yurldlS atasv‘-_',‘ﬁf".'f.l"

pembentul\an Rancang,an Pelaturan Daerah tentang Perubahan Atas’.:'f'i. L

o E - SENR R Peraturan Daerah Kabupatcn Karang,anyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perusahaan Daerah Bank Pcrkredltan Rakyat Bank Kaxanganyar




‘4‘ Untuk merumuskan sasaran yang akan dlwmudkan ruang lmgkupf

: pengaturan Jangkauan dan arah pengaturan dan Rancangan Peraturan'"_v:‘

L ,Perkredltan RakYat Bank Karalng&myar |

g ‘:.Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatenv“‘ .

) Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Lo

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik

e ':._}Rancangan Peraturan Daerah tentanf, Perubahan Atas. Peratura.n Daerah‘:f L

= Kabupaten Karangan}’ar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Rt

. Bank Perkredttan Rakyat Bank Karanganyaradalah

ﬁ;" 1. Sebaga1 bahan kajian dan dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah“ DR

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar R
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredxtan ; o

- Rakyat Bank Karanganyar

R l{ 2. Sebagaz wujud ekspre31 dan Peran aktlf darl PemenntahKabupaten "

. Karanganyar dalam upaya mcnmgkatkan kescjahtcraan masyarakat dan

3 Sebaga1 upaya Pemermtah Kabupaten Karanganyar dalam memngkatkan S

pendapatan asll daerah melalul keglatan usaha yang dllaksanakan oleh ;:; s

- { Perusahaan Daerah Bank Perkredltan RakyatKabupaten Karanganyar 5 S

f Metode Penyusunan Naskah Akademlk

Penyusunan Naskah Akadcmxk Rancangan Rancangan Peraturan':_ufk-"f A

SOl Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupatcn Karanganyar}fv:: =y R
| v:;f,Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyat EEE

”‘,"}Bank Karanganyarlm dllakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang‘b Gl

) No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang»Undangan B

’:'serta praktek penyusunan Naskah Akademlk yang selama lm dllakukan di ) L

o » “:Indoncsm balk d1 Badan chlsla51 DPR RI BPHN dan Kementerlan Hukum

SR _'f:dan HAM. | - S R
e Metode penehtlan untuk menyusun Naskah Akademlk ini dxlakukanﬁ -

e dengan studl ]xteratur / pustaka terkalt dengan penyelenggaraan badan usaha,f'"v‘ EERREES




'_"'.:":I,mnlnk daerah Studl tersebut akan d:dukung dengan eksploram baha.n hukum”f }‘-._':‘Z. IR
© - yang akan dlakomodasxkan dalam produk hukum a ' ' e

Tlpe penehtlannya ‘adalah penehuan hukum (Iegal research) Untukf‘" o

f}fmemperkuatanahsxs, dxlakukan Juga pengumpulan bahan-bahan melaluxi o
e penelaahan dokumen pengamatan (observas:) dlskuSI (Focus Group'”»' L

B ’Dz.scusszon), wawancara mendengar pendapdt narasumber atau para ahli, dan B

R .;':lam-lam Pengertlan penelltlan hukum (legal research) dalam hal i ini adalah L

penehttan yang dllakukdn dcn{,an mengkajl dan menganahsa substansl.b. S

S pelaturan perundang undang,an atas pokok pcrmasalahan atau isu hukum R

v“f‘pendapat ahh Beberapa peraturan perundang—undangan dxmaksud antara lam S
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. 5
e daerah Kabupaten dalam Lmbkunz,an Provm51 Jawa Tengah o
. 2 Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1992 tcntang Perbankan (Lembaran:'
,_; N Negara Repubhk Indonesxa T'lhun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran . :
o Negara Republik- Indonesm Nomor 37172 sebagaimana telah dmbah'}-}‘f o

,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran' “
s ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Taxnbahan',.;i}‘v’"* o
Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 3790), S FRAR
o A Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur«'in | N
e Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2011 o

o 5234)

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

- ’peraturan Pemerlntah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara;: B

, pe!aksanaan Kerjasarna Daerah (Lembaran Negara Republxk Indoncsm f} L

 'Peter Mahmud Marzuki, Penclitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal90. =

";_;da}am konsxstensmya dengan dsas-asas hukum teori - hukum tennasuk BERERRS

‘_‘dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas_‘ , e

Nomol 82 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor : ’:f

: Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otontas Jasa Keuangan-f} T
gjx‘;..‘(Lembaran Negara Republlk Indonesm Tahun . 2011 Nomor 111



Indonesm Nomor 476 1)

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 48]3), )

}v 7 Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara o

Pemermtah Daerah

: Dengan pene]man hukum (legal research) maka akan dlperolehif

vmembenkan mlal dalam rangka pembentukan peraturan daerah Selain itu, 1

' Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negata Repubhk SRR
6 Peraturan Pemermtah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investa51 Pemenntah o
(Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2008 Nomor 14, e

Pembmaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di ngk““gani_

BE -"':{v"presknpsr hukum yang dapat dlpertanggung]awabkan secara 1Im1ah sehlngga, E S

L vnaskah akadcmlk ini dtsusun dengdn menggunakan pendekatan perundang-} | 1

;-rakyatdalam s1stuasn khusus atau tertentu Pendekatan akan dldukung Juga

| empmsperusahaan daerah bank perkrcdxtan rakyat kabupaten karanganyar

o tbid,hates

undangan (statute approach) Pendekatan perundang-undangan dllakukan' R
dengan menelaah semua undang-undang dan semua regula31 yang.
‘-;z-',fbensangkutan dengan persoalan perusahaan daerah bank perkredltan rakyatv o

secara umum mauapun persoalan perusahaan daerah bank perkredltan e

v_dengan (l) telaah atas beberapa kasus yang bersmggungan dengan masalahf ’

Perusahaan daerah bank perkredltan rakyatyang tcrjadl di Indonesna atau (2)’-} RGN

"studl terhadap kasus tertentu yang menyangkut pcrkembangan teontls dan_‘}'-‘ LR



o - BABII | o
. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

}.,;“:A Kapan Teorms o | _ |
L ‘ | Pemermtah Daerah dalam men;alankan urusan pemetmtahan daerah R
j' . " dlberlkan kewcnangan untuk membentuk dan mcnyusun peraturan daerah o R

'?{"iuntuk melaksanakan tugas otonoml dan tugas pembantuan Selam untuk S

‘melaksanakan tugas otonorm dan tugas pembantuan peraturan daerah Jugaif S

- dlbentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemndamg—undangan yang'v‘:””f ;
_ leblh tlnggl yang dxmaksudkan sebagal payung hukum bagl tlﬂdakanf'ij:-} SRS
::"vpemermtahan daerah dalam penyclenggaraan Pemerlntahan di daer ah, hal lnl:ff 2
tndak lepas dan tugas negara pada prm51pnya berusaha dan bertu_]uan untuk
menc1pta.kan kesejahteraan bag1 rakyatnya sehmgga negara harus tatnpll'z"'}.f:,
 Kedepan dan turut campur tangan dalam bldaﬂg kehidupan masyarakat, yang‘ AT
j“’:fi;'secara konstltusmnal termaktub dalam Ahnea keempat Pembukaan UUD :, o
vj» 1945 yaknl .7..melmdungz segenap bangsa Indones:a dan seluruh tumpah
. :';_-darah Indonesza..}.'..” (Aimea Keempat Pembukaan uuD 1945) R

o Kebuakan desentrahsasn di Indonesxa era reformas1 menempatkan R
L masyarakat sebagal pl]ar utama pemermtahan daerah Tujuan ldeal yang - ,

| ‘terkandung oleh keb:_]akan tersebut tertuang dalam penjelasan umum undang- Tl

undang Nomor 22 Tahun 1999 Ada empat tu;uan yang hendak dncapal -

| “yakni: pemberdayaan masyarakat mcnumbuhkan prakarsa dan kreatifitass R

X I;‘f.'masyarakat menmgkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan"‘ o

L per'm dan fungsi DPRD.

L Undang Undan;, Nomor 22 Tahun 1999 kemudlan dlsempumakan |
teraklur kali dengan Undang‘undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemel'lntah N PR
| '.;Daerah Undang—undang, tersabut mencgaskan pemermtah daerah untuk:’».:, L

vi _:.‘mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalm penmgkatan" S

pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta Penmgkatan-f‘ :'_ :

'-;“,;‘daya samg daerah dengan mempexhatlkan pnnSIp demokrasn pemerataan o




keadllan, dan kekhasan suatu daerah daIam 51stem Negara Kesatuan Repubhk

, lndone51a

& yakm 0tonom13331 suatu masyaxakat dalam wﬂayah tertentu

1 Pengertlan dan Tu]uan Pcrusahaan Derah
’ Pengertlan Badan - US’lha Mlhk Daerah (BUMD) mendasarkan _
o Undang - Undang Nomor 23 “Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah‘f’ '

_ Pemermtah daerah mempunyan wewenang untuk mengatur dan‘-» AL
» .[;’Z;‘mcnyelesalkan urusannya sendm sesual dengan asplrasa masyarakat .:1. R
.,::;.,,semangat ini Jelas mempertegas bahwa p05151 mas}’afakat mel'upakan Sllb_]ek L -
otonoml bukan objek otonom1 Secara eksphsxt kebnjakan desentrallsasx ‘]ugav;»‘ o

o mengungkapkan haklkat otonom1 sebagal wewenang mcngatur dan,?:f’:::; e

I mengurus Semangat ini kata Houssem sesual dengan hak:kat desentrahsasL RS A

adalah badan usaha yang scluruh atau scbaglan besar modalnya dlmlllkl oleh "

'daerah Berdasarkan Pasal 33] ayat (2) pendman BUMD bertu_]uan untuk a‘

S mcmbenkan manfaat bag,l perkembangan perekonomlan Daerah pada‘t; o

»umumnya, b Menyelen,g,garakan kemanfaatan umum berupa penyedlaan

"~ barang dan/atau jasa yang bcrmutu bagi pemcnuhan hajat hidup masyarakati;“j‘,",v RN

'sesual dcngan kondm, karakter:stlk dan Potensn daerah )’ang bersangkutanfﬁ BRI

berdasarkan tata kelola perusahaan yang balk dan c. Memperolch Iaba ;: o

o dan/atau keuntungan Dlsampmg tu;uan tcrsebut bahwa pendman BUMD A o

i ‘usaha BUMD yang akan dlbentuk tcrsebut

' produces or sell products or servzces isa busmess Jadn menurut mereka ’

‘ tentunya perlu berdasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bldang i Lo

Konzt & Fulmer dalam buku mereka An Introductlon to Busmess RN

e mcngatakan Any per.son group, company or goverment or agency who S

setlap orang atau kelompok atau pcrsckutuan, badan atau departemen S

: pemeuntahan yang tUJua11nya adalah mcnghasﬂkan atau mcnjual barang atau S

- Jasa adalah suatu perusahaan (busmess)

Bhenyamm Housseln, Keb.yakan De.sentmlzsasr Jumal AdmmlstraSI Negara, (Vol I, N02 Maret, 2002) L I




Menurut S PraJudl admosudlrdjo, maga atau busmess adalah cU L

E kescluruhan darl pada akt:v;tas-akt:vntas dan daya upaya yang kontumu :a SR

(Sccara terus—menerus) menUJu ke profesmnalnsasn dan teratur mclalm suatu R

'”:orgamsaa bcrupa pengadaan dalam bentuk dan dengan cara bermacam-'

= .macam barang’ atau jasa atau fasmtas-fasﬂitas yang dapat duual atau o ‘

dlsesualkan sedemuk:an rupa, sehmgga daperoleh keuntungan yang baglﬂ B

_:,,'-:pengusaha merupakan pendapatan dan sekahgus alat pengukur darlpada: ) S

o bonafi dltas eﬁsnenst atau rentablhtas darlpada usaha nlaganya

lstliah Perusahaan dan Badan Usaha sermg dlpaka: untuk maksud:-:__v_.v,: PR

vyang sama. Sebenamya kedua lstslah tersebut tldaklah sama benar Badan_:fff',ﬁb_b'., S

} : ,Usaha ada!ah perusahaan yang tUJuan utamanya memperolch laba yangfl f?

semaksumal mungkm Perusah'ian adalah tldak dutUJukan hanya untuk'v_v"_’-}};f ST

' memperoleh laba maksunal tetapl ada tujuan lam yang mcnjadl tu1uan L

| 'utamanya, yaltu melayam kepentmgan masyarakat

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003> S

- ;'-‘vtentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Pcrusahaan Daerah’vf'j,_'; Lo

- “‘ada]ah badan usaha yang seluruh atau sebag:an modalnya dllmlhkx oleh Lo

'Pemermtah Daerah” ' _ ) L _
e Sementaraltu Menurut Ehta Dew1 (2002 4) mengena1 perusahaan'_i.i o
| ‘daerah dlartlkan sebaga1 benkut -

o a »,Perusahaan Daerah adalah kesatuan produk31 yang bersn°at‘ )

»"'memberl jasa menyelenggarakan pemanfaatan umum

S _Memupuk pendapatan

L b:,‘.-TuJuan perusahaan daefah untuk turut serta melaksanakan':f»_;f"

- * pembangunan daerah khususnya “dan pembangunan .,

kebutuhan rakyat dengan menggutamakan mdustnahsam dan ‘:

o ketentraman serta ketenangan kerja menu;u masyarakat yang S

e Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesua1 s

dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-' !

| - undangan yang mengatur pokok-pokok pemermtahan daerah L



d. 'Cabang-cabang produksi 'yahg‘ penting bagi daerah dan
- mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang‘mddél
untuk  seluruhnya - merupakan kekayaan daerah yang
- dlplsahkan ,

e. Perusahaan Daerah adalah: “Suatu kesatuan produksi yang

' bersifat memberi Jasa, menyelenggarakan kemanfaatan
- umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah
dipimpin oleh suatu Direksi yaﬁg jumlah anggota dan
‘susunannya ditetapkan dalam peratufan pendiriannya.
Direksi  berada  dibawah pengawasan . Kepala
Daerah/pemcgang saham/saham prioritet atau badan yang
ditunjuknya”.

~ Sementara  Glosarium . Departemen  Dalam Negeri

(www. depdagn co.id) menjclaskan bahwa “Perusahaan yang
, pendlrlannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang modalnya untuk
seluruhnya atau untuk sebaglan merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan”

Sebelum berlakunya Undang—undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemcrmtah Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik
Daerah, tcrkalt pengertlan perusahaan daerah yang diatur Undang-‘

undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah telah

memberikan pengertlan tentang perusahaan daerah, dlma‘na‘ ditittk

beratkan képada faktor permodalan "yang dinyatakan untuk seluruhnya
atau sebagiannya merupakan: kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti

yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Perusahaan daerah ialah semua

- ~perusahaan }Ayang didirikén_’ berdasarkan Undang-Undang ini yang

modalnya untuk sehi‘ruhnya' atau seﬁagian merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkaﬁ, kecuali jika ditentukan lain dengan atau bérdasarkan

Undang-Undang”.
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Im berarn bahwa masxh ada Pemungkman menglkutsertakant’”

. vswasta ke dalam perusahaan dan 1m sesua1 pula dengan dasar-d asar -

g 'pemlklran bahwa seg,ala modal yang ada dalam masyarakat Yang.f‘:

'_merupakan pengerahan potensn dana dan tenaga O’unds and forces) dapat_jv ': B -

- dnkutsertakan

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menten Dalam negen dan Sl

Aijtoda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Ker_]asama Perusahaanﬁ:?"_.;fff el
R 'Daerah dengan Plhak Kenga Pasal 1, menetapkan bahwa' “Perusahaan-“.v]‘:’j»;v'YN‘ S

' dacrah adalah semua badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan'j::;}v‘ e

»‘"::daerah yang diplsahkan dan Pendmann)'a dlprakarsal oleh daerah”. . . -

Mannulang dalam Hessel Nogl S.T( 2005 75) menyatakan bahwa}-‘v: o

E “Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dlbentuk oleh daerah unﬁlk R o

: mengembangkan perekonomlan dan untuk menambah penghasﬂan‘i' =

- daerah di mana tUJ uan utama perusahaan daerah bukan Pada keuntungan S

_;> »akan tetap1 justru membenkan Jasa ‘dan menyelenggarﬂkaﬂ Jasa umum U _
 serta mengembangkan perekonomlan daerah sehmgga dengan deimikian

5"'perusahaan daerah’ mempunyal fungsn ganda yang harus menjamm_;’j

' ':keselmbangan antara fungSI sos;al dan fungsx ekonomls

o ,;adalah

:} l' Dldmkan dengan suatu peraturan daerah

C1r1 cm perusahaan daerah menurut Muh Bakat dkk (1 989 104) ‘v e

2. Modal selurulmya atau sebaglan merupakan kekayaan daerah '. ‘: -

R yang dlplsahkan kecuah blla ada ketentuan lam berdasarkan w SRRl

. undang-undang

- 3. Tujuan usaha adalah mencarl laba untuk dana pembangunan - L

- daerah

’4.}’:,5D1p1mpm oleh suatu dlrekSI yang dlatur dalam peraturan o

- pendmannya

Lo 5. ‘Ada dewan pefusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya_ S

o dlatur dalam peraturan pemermtah



6. Kekuasaan tertmggx bukan pada “rapat pemegang sahM‘
~ tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah

Tujuan Perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan ’

o pembangun.an daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional

umumnya dalam rangka ekonomx terplmpm untuk memenuhi kebutuhan

rakyat dengan mengutamakan msdustnahsam dan ketentraman serta

’ ‘.kesenangan kerja dalam perusahaan, menu_lu masyara.kat yang adil dan-
makmur. '

2. Pengertian Bank Perkrcditﬁ'n Rakyat o
'Secaré garis besar, Iéxﬁbaga keuangan dapat dikelémpokkan menjédi
lembaga keuangan bank atau 'seringkali hanya disebut bank, dan lembaga
keuangan bukén bénk, Lemb_agé keuangan bukan bank terdiri dari Icmbagé-
B '-]érr»tbaga keuangan yang beérfupési dan kegiatah pokoknya berbeda derv{ganb
bank, misalnya: asuransi, dahak pensiun, pegadaian, leésing (sewa guna
_uéaha). Perbedaannya dehgan - bank adaia_h, bahwa = lembaga-lembaga
,k’euangah’ bﬁxkati bank terscbut tidak mengri_ma simpanan masyarakat daiafn -
bentuk giro, iabungan, danvb deposito, rhelainkan memperoleh sumber
pendanaannya_:mdari modal, }pinjaman, iuran, atau premi yang diBayar ‘
' 'n‘avsabahnya,'v dan_u 'pcnerbitah'-Surat-surat bcfharga baik’b'erjangkzi pendek -
maupun berjangka panjang. Sefnentara itu, penyaluran dana kepada dunia
usaha dan pelayanan jasa keuangan lainnya yang diberikan lembaga
: kéuhngan bukan bank bcrga-n‘t:uﬁg pada jenis kegiatan dan operasin)?a. v
 Menurut J.D Parera (2004 : 137), defenisi bank adalah sebagai
berikut : Di Indonesia, sebagaimana diatu_if dalam undang-undang yang
‘dimaksud dengah bank adalah : badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat ‘dalam bentuk simpanan 'dan menyalurka‘m' dana tersebut
kembali kepada masyarakat dalambentuk kredit atau bentuk-bentuk
, lamnya dalam rangka memngkatkan taraf hxdup rakyat banyak
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Deﬁmsl bank yan;, dapat dlberlakukan d1 Negara k1ta adalah. :

. sesua1 dengan aturan yang ada yaltu tercantum dalam undang—undang 5,_.

Repubhk Indonesxa Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbanka.n dan"b_b

merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 o

a Pengeman bank memberl tekanan bahwa ‘bank dalam mengajukan P

-:j'usahanya terutama menghlmpun dana dalam bentuk ‘simpanan yangf-_,

. ;merupakan sumber dana bank keg:atan bank Juga harus pula dlarahkan i 2

. ._pada pemngkatan taraf hldup rakyat banyak

Scmentara menurut Kasmlr (2008), bank adalah lembaga:"-vv: L

S keuangan yang keglatan usahanya menghlmpun dana dart masyarakat‘fi e

"ﬁ'dan menyaturkan kemball dana tersebut ke masyarakat dan serta:'?

- memberikan Jasa—Jasa bank lamnya

Sektor pexbankan mem111k1 p051s1 strategls sebagal lembaga, P

o mtermedxasn dan penunjang system pembayaran Peran perbankan perlu‘-(f‘: o

:dltmgkatkan sesua1 dengan fungsmya dalam menghlmpun dan

menyalurkan dana darl masyarakat dengan leblh memperhatlkan L

H"pemb1ayaan keglatan sektor perekonomlan naswnal dengan prlorltas U

pada koperm pengusaha kecxl dan menengah serta akan memperkuat

B struktur perekonorman nasxonal

Bcrdasarkan Undang—Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang' o e

o perbankan sebagalmana telzn dlubah dengan Undang Undang Nomor 10 e . |

tahun 1998 tentang Perbankan, rnaka bank dapat dxbedakan menjadl

’ a Bank Umum

: : Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegxatan usaha secara ERR

. ‘jzkonvensmnal dan atau berdasarkan prms:p syanah yang dalam""‘:; f::

o ‘keglatannya membenkan Jasa dalam lalu lmtas pembayaran

b, Bank Perkredxtan Rakyat (BPR)

L Bank- Perkredltan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan' "

5 keglatan usaha secara konvenswna] atau berdasarkan prmsnp syanah SRR

- yang dalam kegtatannya tldak membcrlkan Jasa dalam Ialu lmtasv_': o R

-fipembayaran :

. | 15 | .



B § )

| - Menurut Aﬁff dan Rekan (1996 11) ”Bank Perkredltan Ra.kyat.j »-3_’.' el
: : merupakan bank yang fungsmya menerlma smpanan dalam bentuk uang o
- » ': dan memberlkan kredxt Jangka pendek untuk masyarakat pedes ”.BPR: " PR
v‘ ‘tergolong bank sekunder dengan wﬂayah USahanya terbatas padax

| ‘;‘ : lmgkungan kecamatan dan beberapa desa tertentu Maksud bank o |

‘_ . sekunder, yaltu bank yang tldak dapat mencxptakan Uang karena ti d ak B
»lv'.:memberlkan pmjaman me]eblhx dana yang dlhlmpun o . e :
, Mcnurut Susﬂo Tr:andaru dan Santoso (2000 59)’ “BPR hanya o
v .dapat dxdmkan dan dlm][lkl oleh warga negara Indonesla, berdasarkan | e
- hukum Indone51a yang seluruh pemlhknya warga negara. Indonesw,‘_t: .
. pemermtah daerah atau dapat dlmlhkl bersama dlatas ketlganya - R
R Adapun fuug51 BPR adalah sebagal benkut (1\/Ia11umng -
. ':’-::"‘Rahardjozoo4) o - “ .

- a. Memben pelayanan perbankan kepada masyarakat yang S uht atauvv-_'v;v.:‘_'f};r o =
- tldak mcmlllkl akses ke bank umum | _’ e o
- :‘b', Membantu pemermtah mendldxk masyarakat dalam memaham1 pola‘vjf,;_i f‘;.
| | o nasxonal agar ekse]ara51 Pembangunan d:sektor pedesaan dpt Ieblhfﬁfﬁ"—:' " i Lo
= “ dlpercepat ' RS ’ - L

e Mencxptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bag1

masyarakat pcdesaan

o ‘:} d 2 Mendldlk dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap S

B pemanfaatan lembag) }\euangan formal sehmgga terhmdar dan o

 ’ 7.”,}Y-Jentanrentemr fv B ST .

‘ Keglatan—keglatan usaha yang dapat dllakukan olch Bank o

‘ Perkredltan Rakyat secara Iengkap adalah sebagal be"kut(Kasmlr o

';200422) _‘ IR

N a. Menghlmpun dana dan masyarakat dalam bentuk 31mpanan berupa_..:?: SO
B ,dePOSIth' berjangka : tabungan atau bentuk lamnya yang e

) 'i’v,bbdlpersamakan dengan 1tu } ' o L I ‘
“bb.'bMemberlkan k[‘edll e e

16_:},‘. .




e Menyedlakan pemblayaan dan penempatan dana berdasarkan prm51p £ )

‘ syanat .sesuai- dengan ketentuan yang dltetapkan olch Bank ;

Indonesm

d Menempatkan dananya dalam bentuk Sertlﬁkat Bank Indonesmi‘ i ‘, |

(SBI), deposno berj angka dan/atau tabungan pada bank laln

Dlsampmg keglatan-keg,latan yang dapat dllaksanakan oleh Bank»"' G T

" Perkredltan Rakyat dlatas terdapat Juga keglatan-kegxatan yang’f'

""fvmerupakan larangan bagl Bank Perkredltan Rakyat sebagal berikut:

Menerlma smpanan berupa bxro dan 1kut serta dalam lalu lmtas

| '. ’ pembayaran

. - b " ;‘Me]akukan keglatan usaha dalam valuta asmg, h

c. FH_FMelakukan penyertaan moda[

d. 'Melakukan perasuransnan

o e vMelakukan usaha lam dlluar keglatan usaha sebagalmana dlmaksudj R -

._‘v‘dlatas SR

Berdasarkan keglatan usaha dan larangan—larangan dlatas maka,

a secara umum Bank Perkredltan Rakyat mempunya1 keglatan yang leblh PATI

S terbatas dlbandmgkan Bank umum Bank umurn dapat mengh‘mpun dana B

dalam bentuk 51mpanan dari masyarakat dalam bentuk glro tabungan dan e

deposno sedangkan Bank Pcrkredltan Rakyat tldak boleh menghlmpun E

| ;;  ;.dana daIam bentuk glro dan juga tldak boleh ikut serta dalam Ialu lmtas ‘jf:; - e
pembayaran ‘Bank umum dapat melakukan keglatan usaha dalam valuta"; i ’_*""
. "basmg, sedangkan Bank Perkredltan Rakyat tldak dlperbolehkan Bank ST

- ‘umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan R

- _>'untuk mengata51 kredlt macet sedangkan BankPerkredltan Rakyat sama‘.f BRI

'sekall tldak boleh melakukan penyertaan modal Dalam hal melakukan " e

B :vusaha perasuransxan Bank Pelkredltan Rakyat dan bank umum sama- " S

‘sama ttdak dlperbolehkan R

»f Tujuan Pendman Badan Perkredltan Rakyat antara lam Yaltu - AR
' '-'(Irmayanto dkk 2004) L co o



a. ; Diarahkan untuk memenuhi »kebutuhah jase_i 'péIayanari perbankan"
- bagi masyarakat pedesaan : A :
b.b bMenunjang pertumbuhan dan modermsasx ekonomi pedesaan
. sehmgga para petani, ‘nelayan dan para pedagang kecil didesa dapat -

terhindar dari lintah darat dan pelepas uang.

c. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang .

" mudah dan sederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang —
- orang relatlf rendah pendxdlkannya

d. Tkut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan
 turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan
}menye‘dllakan vtempat_ yang dekat, aman, dan mudah untuk

" menyimpan uang bagi pemodal kecil.

B Kajlan Terhadap Asas/l’rmsnp Yang Terkait Dengan Penyusunan |
) Norma ' : _ ,

Asas adalah dasar atay sesuatu yang dljadlkan tumpuan bexplklr,

}} berpendapat dan  bertindak.Asas-asas pembentuk peraturan perundang-

* undangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun -

 peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinisip yang bérarti n

kebenaran yang rnenjadx pokok dasar dalam berplklr, bexpendapat dan
'bertmdak | o |

| Dalam pembcntukan peraturan perundang - undangan suatu negara
.-akan meliputi asas —~ asas hukum tersebut diatas. Menurut Paul Scholten
| sebuah asas hukum (rechlsbeg;nsel) ‘bukanlah sebuah aturan hukum

- (re‘chtsregel).5 Untuk dapat dikatakan sébagai' a'turan»'hukum, sebuah asas

L 4 Eko Saripudin, Asas — Asas dan Sumber Peraturan Perundang - Undangan, diunduh darl

. http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/05/asas-asas-dan-sumber- eraturan erundang- ..

! undangan-522646.htm, 9 Maret 2015 Pukul 15.36WIB.

"% Maria Farida Indrati.$, op. cit,, hjm 253.
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o hukum terlalu umum sehmgga ia atau bukan apa apa atau berblcara terlalu : -f i

banyak (of niets of veel te veel zezde)

bldang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan -

i *.perundang - undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan_ .

menyangkut 1s1 peraturan (Inhalt a'er Regelung) bentuk dan susunan’ L

| vlStllah staatslzche Rechtssetzung, sehlngga pembentukan peraturan itu SRR

S peraturan (F orm der Regelung) metoda pembentukan peratuxan (Methode der.jfl . o

o pex aturan ( Verfahren der Amarbezlung der Regelung)

Ausarbettung der Regelung) : dan Prosedur dan proses pembcntukanf;vj’;:x‘."“ o :

Asas-asas hukum umum bag1 penyelenggaran pemcrmtahan yang S

BT 5,‘:'patut (algemene begmselen van behoorlljk best Undang-undang) dlmana asas

S0 ini tumbuh dalam rang,ka mencan cara cara untuk melakukan pengawasan’_ o

: '_  atau kontrol yang sesua: hnkum (rechlmatzghezdscontrole) terhadap tmdakan- : "

bk ’b,.'v'-fbebas Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah pentmg apablla dalam f

" tindakan pemenntahan terutama yang dapat dllakukan oleh haklm yang»'vv."” N -

"memenuln tuntutan terselen;,garanya kesejahteraan rakyat dlperlukan banyak It

R ,b,‘.”peraturan perundang-undang,an }’ang membenkan keleluasaan Yang besar s

C .lz_kepada aparatur pemermtahan

keputusan-keputusan pemermtah yang, udak dlbata31 oleh peraturan’-f

- »;:dxbenkan oleh peraturan perundang undangan 1tu sendm

lbld v _
Ibld hlm 252

Dengan dem:klan maka 1erhadap aspek-aspek kebuakan dan )

perundang—undangan dapat dllakukan pcngupan oieh haklm (rechterlyke::';-;_f'fj._-i'f'-. R

‘toetsmg) tanpa pcrlu hakim tersebnt men;,up kebnakan pemenntahan yang A “

Dalam pembentukan peraturan pcmndang-undangan Indonesm,v';::.-» ‘t -
‘._f‘sebagalmana halnya di negara Iam terdapat dua asas hukum yang perlu:~_~:_ '.

| .';‘dlperhatnkan, yaltu asas hukum umum Yang khusus membenkan pedoman,’f . A
dan bimbingan bagl pembentukan 131 peraturan, dan asas hukum lalnnya yang‘ : B

- ‘i.:'membenkan pedoman dan bxmbmgan bagl penuangan peraturan ke dalam: R



bentuk dan susunannya, bagi njetode pembcntukéhnya, dan bagi proses serta

prosedur pembentukannyé. v _ .

Asas hukum yang terakhir ini da'bat disebut asas peraturaxli perundaﬁg;

- undanngan yang patut.Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring

| berdampmgan memberikan pedoman dan blmbmgan serentak dalam setiap

kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masmg—
masmg sesuai dengan bldangnya , '

Pendapat para ahli tentang pembcntukan Pcraturan Perundang-

undangan adalah asas- asas hukum dalam pembentukan peraturan pemndang-'_ ‘

~ undangan yaltu asas-asas yang mengandung mlax-mlax hukum, di Negen‘ '

Belanda berkembang melalui llma sumber. ' h

Sumber itu jalah saran -saran darl RaadVar Staateb(semacam Dewan

Pertnmbangan Agung di Indone31a), bahan-bahan tenuhs tentang pembahasan? o |

rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen
_ terbuka, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-

” undangan, dan hasil-hasil akhir komisi' pengurangan dan penyederhanaan |

e : peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan hukum sekunder lamnya berupa kepustakaan di bldang |
- tersebut adalah sangat pentmg.Dcngan ‘mcnelltl pendapat para pendahulunya |
: f mengenai asas>—'as‘asb bdibidang pémbentukan peraturan pemhdang-undangah, .
| para ahli memandang asas-asas iersebut dapat dibégi menjadi asas-asas yang |
~ bersifat formal dan 2525-2505 "ya‘ng}bersifat material. Asas-asas formal ialah
- yang menyangkut tata cara pcmbcntukan dan bentuknya sedangkan asas-asas
material ialah yang menyan;,kut isi atau materi.
Montesqmeu dalam L'Esprit des Lois mgngemukakﬁn hal-hal yang
~dapat dijadikah asas-asas, yaitu:* S - |
- 1. Gaya harus padat (concise)- dan mudah (simple); kalimat-kalimat bersifat
| kebcsaraﬁ dan  retorikal hanya merupakan tambahan yang

m_’em'oingungkan;

® Ranggi Wirasakti, Asas — Asas Pembentukon Peraturan Perundong — Undangan yang baik,
dnunduh dari  http://ranggiwirasakti blogspot.com/2012 11 asas-asas- embentukan-undan -

ndang htmi, 9 Maret 2015 Pukul 16 S7WIB

20


http://ranggiwirasakti.blogsoot.com/2012/ll/asas-asas-pembentukan-undang-undang.htmi
http://ranggiwirasakti.blogsoot.com/2012/ll/asas-asas-pembentukan-undang-undang.htmi

2. Istilah yang dlpl]lh hendaklah sedapat dapatnya berstfat mutlak dan tidak
' relatxf dengan maksud menghxlangkan kesempatan yang minim untuk -
perbedaan pendapat yang mdmdual ’ o
3. Hukum hendaknya membatasx diri pada hal-hal yang riil dan aktual,
~ menghindarkan sesuatu yang metaforik hipotetik; |
4, Hukum hendaknya tidak halus (not be subtle), karena hukum dlbentuk .
untuk rakyatv dengan ,pengertxan yang sedang, : bahasa hukum bukan N
latihan logika, metainkan”li'ljtuk ;ﬁémahafﬁaﬁ ydng sederhana dari ‘oravné"
rata-rata; - | N
5. Hukum vhendaknya ‘tidak merancukan pokok masalah dengan
pengecuallan, pembatasan atau pengubahan gunakan semua itu hanya:'
apablla benar-benar dlperlukan . o
- 6. Hukum hendaknya ber31fat argumentatis/dapat dlperdebatkan adalah'
berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih
menumbuhkan pertentangan-pertentangan; o
7. Lebih daripada it semus, pembentukan hukum hendaknya
dipertimbahgkan masak-masak dan mempuhyai manfaat praktis, dan
hendakﬁya tidak menggvoyéh]-v(avn sendi-sendi pertimbangan} dasar,
keadilan, dan hakekat permasalahan. Sebab hukum yang lemah, tidak
perly, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan
kepada nama Jelek dan menggoyahkan kewxbawaan negara.
, Dalam mcmandang hukum dari sudut pembentuk peraturan' |
. perundang -undangan, Lon Fuller melihat hukum sebaga1 alat untuk mengatur‘ ‘
masyarakat, berpendapat bahyva_ tugas pembentuk peraturan perundang- .
_ undanganA akan berhasil apabila - sampai kepada. tingkat tertentu
memperhatikan persyaratan sebagal benkut v o
| 1. Generalitas Undang Undang, generahtas dlmaksudkan bahwa dalam
suatu sistem hukum harus ada peraturan.;

2. Undang — Undang harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan

% Gunawan Wdjaja, 2006, Lon Fuller, Pembuatan Undang ~ Undang dan Penafsiran Hukum, Law .
~ Review Vol VI, No. 1 Juli, Fakultas Hukum Pelita Harapanm Hal 22 - 33

'



| dengan aturan aturan hukum harus dapat mengctahul isi dan aturan_,__ S
baturan tersebut - sl . S
Undang Undang txdak beriaku surut dengan makeud bahwa aturan_.:v S
. ;:aturan hukum harus dlperuntukan bagl penstxwa-pensnwa yang akan’ =
‘vv,datang dan bukan uutuk kejad:an-kejadlan yang sudah lalu karcna
8 | perundang-undam,an men;,enal yang ]alu selam ndak dapat mengatur
‘_perllaku juga dapat merusak kew:bawaan hukum yang mengatur masa.
.bw,depa" Lo _ o '. : f o _
P . Rumusan Undang Undanz, haruslah Jelas yang berartl bahwa atura.n L
VF‘v'b,'hukum harus dapat dunem,ert: sebab jlka tldak demlklan orang tldak; 2 v
“*»tahu apa yang harus dlperbuatnya, IRIEEPE S .
: 1 Kon51sten31 dalam konsep51 hukurh bahwa hukum tldak boleh sahng»
| :”.vbcrtentangan sebab apablla 1tu terjadl orang tldak tahu lag1 akan-fb o
_-'_'bcrpegang pada aturan yang, mana EREAES o '
N v.‘vj_Undang Undang yang dlbuat harus dapat dllaksanakan, dengan maksud? o~

,: -bahwa pembuat undanf, - undang, selayaknya udak membuat undang = S  ‘
o undang yang tldak mungkm dapat dtlaksanakan L ' i |
;'j"Undang Undang tldak bo!eh serlm, berubah sebab apablla demlklan or-f.v:,f R

E ang tidak dapat meng1ku1 aturan mana yang ma51h berlaku, SCKIRRIR N

- 8. Kesesualan antara undang undang dan pelaksanaan

. Ahh hukum tata negara Koopmans mengemukakan perlunya asas-
i !."‘_:asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ‘seperti halnya perlu .
adanya asas-asas dalam pen)’elenggaraan pemermtahan yang patut serta asas- e
o asas dalam penyelenggaraan peradllan yang patut asas—asas tersebutb S

: sehubungan dengan

. -Prosedur, -

- Bentuk dan kewenangan 2

- ’Masalah kelembagaan

Masalah isi peraturan L v v |
Van Angeren membag1 asas- asas dalam pcmbentukan peraturan'_[f," SRR

perundang-undangan mcnjadl dua yang pcrtama adalah yang pokok yaltu g o




o “yang dlsebutnya her vartrouwem begmsel yang dapat dxtcrjemahkan dengan

~ asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Van der Viies membagl asas-asas dalam pembentukan peraturan

| E perundang-undangan yang patut (beginselen van beboorlyke regelgevmg) ke

. dalam asas-asas yang formal dan yang materia

VR W N

]lO

Asas-asas yang formal mellputl

* Asas tujuan yang jelas (begzn.sel van duidelijke doelstelling)

Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan)

Asas pelimya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel) v

~ Asas dapat dilaksanakan (het beginsei van iiityoerbaarheid)

Asas konsensus (hetbeginsel van de consensus)

 Asas-asas yang material meliputi:

1.

N .

“oA W

Asas tentang tcrmmologt dan sistematika yang benar (het begmsel van
dwdelyke terminologie en duzdclyke syslematzek),
Asas tentang dapat dikenali (hef begmsel van de kenbaarheid); -

Asas perlakuan yang, sama dalam hukum (het rechlsgelykhezdsbegxnsel), :

- Asas kepastian hukum (hel rech!szekerhezdsbegmsel),

Asas pelaksanaan hukum sesual dengan keadaan individual (het begmsel

vande individuele rechtsbedelmg)

. Adapun masing-masing asas formal diuraikan sebagai berikut: '

Asas mJuan yang jelas , ‘

Asas tu}uan yang jelas mencakup tlga haI yantu mengena1 ketepatan :
letak peraturan perundang,-qnc_iangan dalam kerangka kebijakan umum
pemerintahan, tujuan khusus peraturan pérundangQundangan yang akan

dibentuk, dan tujuan dari baglan bag,lan pcraturan pcrundang-undangan

‘yang akan dibentuk tersebut

Mengenai asas ini, dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan,

termasuk oleh Sistem Pemermtahan Negara repubhk Indone51a berdasar

‘° Maria Farida IndratuS Op Cit, Hal 227 - 228 ‘
de hal 231-235 -
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UUD 1945, mengingat asas ini akén’meng‘ukur sampai berapajauh suatu
peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dxbentuk
Asas organ/lembaga yang tepat

Latar belakang asas ini lalah membenkan penegasan tentang

perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang

menctapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berbeda

dengan di negeri Belanda,  di N’egara Republik Indonesia mengenai

organ/lembaga yang tepat itu perlu dxkaxtkan dengan mated muatan dan.‘ o

jenis jems peraturan perundan;,-undangan

* Materi muatan peraturan perundang-undangan itulah yang menyatu R

dengan kewenangan ; masmg-masmg organ/lembaga yang

membentukjenis peraturan perundang«undangan bersangkutan.Atau dapat o

juga sebaliknya, kewenangan masing-masing o:gan/lembaga tersebut
menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan yang
dibentuknya. o ’ | '

Asas perlunya pengaturan N

“Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-

altematif lain yan‘g menyéleSaikan suatu masalah pemerintahan selain
dengan mem:bentuk peramran perundang-undangah. Prinsipderegulasi
yéng tengah dikembangkan di Negeri Belanda dan prihsip
penyederhanaan seﬁa kehematan (soberkez’d) dalam pembentukan‘
peraturan perundang- undang,an, menunjukkan kemungkman adanya
alternatif lain dalam bidang penbaturan '

Asas ini dapat untuk dikembangkan di Indonesia, katena ,

kebijaksanaan tentang déregulasi juga sedang berkembang di

negara, (Yang perlu diperhatikan ialah bahwa deregula51 bukanlah tanpa o

rebulas1 dereguleren bukan]ah ontregelen). Sedangkan mengenai prm51p »

penyederhanaan serta kekuatan, di negara pun hal itu diperlukan.

Asas dapat dilaksanakan : o o o
Mengenai asas un masyarakat mehhatnya sebagax usaha untuk dapat

dltegakkannya peraturan - perundang-undangan  bersangkutan.Sebab
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" -, tld"lklah ada ‘gunanya. suatu Peraturan perundang-undangan yang tndak T

. :“dapat dltegakkan Selam plhak pemermtah Juga plhak rakyat yang. R

' f’mengharapkan Jamlnan (garantze) tercapamya hasﬂ atau akxbat yang:-,'v'_.::" o

:dltlmbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan tem)fata akan:fﬁ‘j S

e kccewa karcna peraturan tersebut tldak dapat dltegakkan

Asas ini mengmgat suatu peraturan perundang-undangan yang i d ak ST

o dapat dltegakkan, se!am menggerogotl kewxbawaan/lembaga yang

. membcntuknya Juga akan memmbulkan kekecewaan pada harapan-,":

harapan rakyat
L Asas konsensus

Adapun yang dlmaksud dengan konsensus ialah adanya kesepakatan .

| 'rakyat untuk melaksanakan kewajlban dan menanggung aklbat yangv o

i dmmbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan Hal it

o tmengmgat pembentukan peraturan pemndang-undangan haruslah_ S

o :dtanggap sebagax langkah awal untuk mencapa1 tujuan-tujuan yangf

B -d:sepakatz bersama oleh pemcrmtah dan rakyat

Asas ini' dapat dlwujudkan dengan perencanaan peraturan

| perundang-undangan yang balk Jelas serta terbuka, dxketahul rakyat RS

o mengena1 akxbat-akxbat yang akan dxtsmbulkannya serta 1atar belakangv' PR

i dan tujuan-tujuan yang he"dak dlcapamya

Hal it dapat Juga dllakukan dengan Pen)’ebarluasan rancangan’j}.? . 3

E peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelum’f Ll

| pembentukannya Tcntu saja selam ltll apablla peraturan perundang- -

L undangan dlmaksud merupakan Undang-undang, pembahasannya diDPR

L dapat dxlakukan deng,an mengxkutsertakan masyarakat sebanyak mungkmv. .

o melalul lembaga dengar pendapat yang sudah lama dlmlhkl

Adapun masmg-masmg asas materlal dluralkan sebagax berlkut

Asas tentang termmologn dan sxstematlka yang benar B

Pertlmbangan yang dlkemukakan oleh Van der Vhes tentang asas ini . 7

1alah agar peraturan perundang-undangan dapat dlmengertl oleh o




N - ’masyarakat dan rakyat balk mengenm kata-katanya maupun mengenaa f f:' .

. struktur atau susunannya

Asas ini dapat dl[,olongkan ke dalam asas-asas tekmk perundang- o

undangan, mesklpun sebagm suatu asas orang berpendapat seolah-olah E o

L vsudah harus berlaku dengan semestmya

Asas tentang dapat dlkenall

Mengenal alasan pentmgnya asas ml yang dapat dlkemukakan 1alah .

By apablla suatu peraturan perundang—undangan tidak dxkenall dan dxketahul.» o

- : oleh setlap orang, Iebxh lebih oleh yang berkepentmgan maka ia akan

kehnangan tujuan sebag,a: peraturan la tldak mengembangkan asas X

;pelsamaan dan tidak pula asas kepastxan hukum dan selam ltu tldak _: Lo

- ”menghasﬂkan pengaturan yan;b dlrencanakan

Asas ml, ter}eb:h-lebxh apabnla peraturan perundang—undangan.‘v RN

- tersebut membebam . masyarakat dan rakyat dengan : berbaga1

..kewajlban Asas yang menyatakan, bahwa setlap orang dlanggap'__'i"_'_:'_' SR

- mengetahul peraturan perundang undangan perlu dumbangl dengan asas S

. Asas perlakuan yang sama daiam hukum

~ Dalam mengemukakan asas m: para ahlx menunjuk kepada tldakv

L ’ boleh adanya peraturan perundang—undangan yang dltujukan hanya_ |

N »kepada sekelompok orang tertentu karena hal 1n1 akan mengaklbatkan”I S

:' adanya ketldaksamaan dan kesewenang—wenangan di depan hukum" s

o terhadap anggota-anggota masyarakat

Asas m: dapat dlterlma leblh lebih karena Pasal 27 ayat ( 1) Undang-‘f { o

- ’v*Undang Dasar 1945 sudah menegaskan, bahwa setlap warga negara

- bexsamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemermtahan dan Wa]lb S

menjunjung hukum dan pemermtahan 1tu dengan tldak ada kecualmya | o -

. Asas kepashan hukum -

Asas 1m mula mula d1ber1 nama laln yaltu asas harapan yang ada

v'dasamya haruslah dxpenuht (Het begmsel dat gerechtvaardxgde o



‘.vvvverwachtmgen gehonoreerd moeten wora'en) yang merupakan o

o pengkhususan dan asas umum tentang kepastlan hukum

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum Negara Berdasar e

- - Atas Hukum yang dxanut oleh Negara repubhk Indonesza, oIeh karena 1tu j. e

" asas ml perlu dlterlma

,'Asas pciakaanaan hukum sesuai dengan keadaan mdmdual

Asas ini bermaksud membenkan penyelesa:an yang khusus bag1 S

hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu,, sehmgga dengan demlklan _’ S

 peraturan perundang- undangan daPat juga memberxka.n jalan keluar';‘.“.

o selam bagl masalah-masalah umum Juga bagl masalah masalah khusus

Asas ini membenkan keadaan yang baik bagi menghadapl masala.h v o

s dan penstlwa mdwndual namun asas ini- dapat menghllangkan asas'

| 'kepasnan di satu plhak dan asas persamaan di lam pxhak apabxla tidak j;‘fff o

. dllakukan dengan penuh kesmambungan Sebaﬂmya asas ini dlletakkan o o

pada pxhak-pnhak yang9 melaksanakan/menegakkan peraturan perundang-’b | .

undangan tetap1 dengan petunjuk—petun_;uk ya.ng Jelas dalam peraturan o

3 perundang-undangan yang bersangkutan 1tu sendm

A Harmd S Attam|m1 bexpendapat bahwa pcmbentukan peraturan s

- X perundang-undangan Indonema yang patut adalah scbagax bcrlkut (Fanda:-f T

:2007):

o va C1ta Hukum Indonesm

o b Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemermtahan Berdasar - o

Slstem Konsutusx e R

o Asas-asas lamya L A

Dengan demlkmn asas -asas. pembentukan peraturan perundang—__" AT R

o undangan Indosesua yang patut akan menglkutl pedoman dan blmbmgan_ PR

L -yang dlberlkan oleh

vfa Clta Hukum Indonesm yang tldak lam melamkan Pancasxla (sxla—sxla S

dalam hal tersebut berlaku sebagal Clta (Idee), yang berlaku sebagal i

| “bmtang pemandu



b. Norma Fundamental Negara yang juga tidal lain adalah Pancasila
(S:la-sxla dalam hal tersebut berlaku sebagat Norma) | |

c. Asas-asas negara berdasaratas hukum yang menempatkan undang-
undnag sebagal alat pengaturan -yang khas berada dalam keutamaan
hukum (der Primat des Rechts) dan asas-asas pemerintahan berdasar
sxstem konstitusi  yang menernpatkan undang-undang sebagai dasar
dan batas penyelenggaraan kegiatan ~ kegratan pemermtahan

Asas pembentukan- peraturan perundang— ndangan yang patut

mehpun juga:

a. Asas tujuan }'angjelas’ S

~ b. Asas perlunya pengaturan

Asas organ/ lembaga dan materi muatan yang tepat

a o

Asas dapatnya dllaksanakan
Asas dapatnya dikenali -
Asas perlakuan yang sama dalam hukum -

Asas kepastian hukum - |

PR o

Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan mleldual » ‘
Apabxla mengikuti pembaglan menganai adanya asas yang formal
dan asas yang material, maka A. Hamxd S. Attarmm cenderung untuk
‘membagi asas-asas pembentukan peraturan perundangoundangan yang
patut tersebut ke dalam : ' ' '
- a. Asas-asas formal, dalam permcnan
B 1) Asas tujuan yang jelas
2) Asas perlunya pengaturan |
3) Asas organ/ lemba;,a yang, tepat
4) Asas materi muatan yang tepat -
'5) Asas dapatnya di‘]aksanakan,‘ dan
6) Asas dapamya d)kenah : B v
" b. Asas- asas mateial, dengan permcxan »
,1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan - Norma

Fundamental Negara -
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o 2) Asas sesum denz,an Hukum Dasar Negara o

o 3) Asas sesuzu dengan pI’mSI prm31p Negara Bcrdasar Atas Hukum

"danb'

- .‘4) Asas sesuai deng,an prmsnp-prmsxp Pemermtah Berdasar Slstem:‘ IR

Konstltusx

Dengan mcng,acu pada asas-asas pembentukan pcraturan : L

perundang-undangan Indonesxa yang patut tersebut dapat dlharapkan. .

2 'terclptanya peraturan perundang—undangan yang baik dan dapat mencapai ;‘; T

- tujuan secara optlmal dalam pembangunan hukum d1 Negara Repubhk o

: Indonesw

Sedangkan asas-asas pembentukan hukum menurut Undang-

o y'undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang undang,an yang, tertuang> dalam Pasal 5 beserta peﬂ}elaSannya LT

LT menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan FE

:harus bcrdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Penmdang-;;"'_i»v_:

o o 'undangan yang baxk mehputl o

ca Kejelasan tujuan |

- Adalah bahwa setxap pembentukan peraturan perundang-undangmlf' o L

o harus mempunyal tujuan yang ;elas yang hendak d1capa1

: f»b, v_ Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

"'_"v’,;',Adalah bahwa setlap Jjenis. peraturan perundang-undangan harus

~ dibuat . oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-' : |

L "jundangan ya.ng berwenang Peraturan perundang-undangan tersebut‘ .

e ‘dapat dlbatalkan atau batal dem1 hukum apabzla dxbuat oleh:f ﬁ;

| v lembaga/pejabat yang tldak berwenang

. c Kesesualan antara Jems dan maten muatan '

: .Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang»undangan o

L harus benar-benar memper-hatlkan materl muatan yang tepat dengan o

o jems peraturan perundang-undangannya -




Dapat dilaksanakan -

~ Adalah bahwa setiap’Pcmbentukaii‘ Peraturan P¢fundang-undahgan

harus memperhitungkari efektifitas Peraturan Perundang-undangan
tersebut d1 dalam masyarakat baik secara ﬁsxologls yundls maupun
sos:ologls _

Kedayagunaan dan kehasnlgunaan

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dlbuat karena

- memang dibutuhkan- dan bermanfaat dalam mengatur kehldupan

bcrmasyarakat berbangsa dan bemegara
Kejelasan rumusan

Adalah bahwa setiap Peraturan Perundan‘géundan-gan» harus

~memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Pcmndang—

undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

- hukumnya Jelas dan mudah dxmengem sehingga tidak memmbulkan »

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
Keterbukaan ’

Adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai darl perencanaan, persiapan, penyusunan dan

pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

" Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, digunakan

asas-asas yang dipakai sebagai materi muatan Peraturan Perundang-

o a.

' undangan yaitw

Pengayoman v , _ . ‘
Adalah bahwa setiap materl muatan Peraturan Perundang—undangan
harus berfungSl memberlkan perhndungan “dalam rangka‘
menciptakan ketentraman masyarakat |

Kemanusiaan

 Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-uhdangah

- harus mencermmkan pcrlmdungan dan penghormatan hak-hak asasi

manusia sena harkatdan martabat setiap warga negara dan penduduk

Indonesia secara proporsional,
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-v"Kebangsaan S R _ o
o “Adalah bahwa setlap materl muatan Peraturan Perundang—undangan o
harus mencermmkan sxfat dan watak bangsa Indonesxa yang‘:"';"}:', s
i:plurahsnk (kebhmekaan) dengan tetap mcn_gaga pnnmp Negaravu -
"..»‘_:Kesatuan Repubhk Indones1a . |
."»Kekeluargaan o : : : v o
| Adalah bahwa senap materi muatan Peraturan Perundang Undangan ,} ;’  1 _,'f : "
o harus mencermmkan musyawarah untuk mencapa1 mufakat dalamv:f. R
AV‘; setlap pengambllan keputusan A P
o Kenusantaraan L | ) |
| 'Adalah bahwa seuap maten muatan peraturan perundang-undangan R
‘.",senantxasa mempcrhatlkan kepentmgan seluruh wxlayah IndoneSIa"’_‘-‘{;:5
) dan maten muatan peraturan perundang-undangan ‘yang dlbuat di o
) “ daerah merupakan ba tan dan sxstem hukum nasxonal yang Ll
berdasarkan Pancasnla SRR, RN
S »maeka Tunggal Tka  ‘ | |
) Adalah bahwa maten muatan Peraturan Perundang-undangan harus ST
| memperhatlkan keragaman penduduk agama suku dan golongan S
) ":Kondzsx khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut"_'_ e
o masa]ah-masalah _, scnsmf dalam kehldupan , bennasyarakat
s berbangsa dan bemeg,ara :
. Keaditan R |
Adalah bahwa maten muatan Peraturan Perundang-undangan harus -
mencermmkan keadxlan secara proporsxonal bagl se’uap warga -
negara tanpa kecuall _ o o Vo
. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemermtahan _
Adalah bahwa maten muatan Peraturan Pemndang-undangan tldak, o
boleh berisi hal- hal yang ber51fat membedakan berdasarkan latar -

o belakaﬂg antara lam agama suku Tas, golongan gender, atau status_,:}‘ o

sosml

i Ketertiban dankepas;ian'hugum TR
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' ;’Adalah bahwa matern muatan Peraturan Perundang-undangan har"*lsf L
v»vfbdapat memmbulkan ketemban dalam masyarakat melalul Jamman"[::r:: L

‘adanya kepastlan hukum e ‘ L .

- Kesetmbangan keselasmn dan keselarasan o RIS

" Adalah bahwa setxap maten muatan Peraturan Perundang-Undangan i | ,:f} )

' ?.,;j_harus mencermmkan keselmbangan, keserasxan, antara kepentmgan? Lo

) individu dan masyarakat den{,an kepentmgan bangsa dan negara

Selam asas yang tersebut dl atas peraturan perundang-undangan“;

o 'tertentu dapat bernsl asas, lam sesuai dengan bxdang hukum peraturan: .

perundang-undangan yang bersangkutan, antara laln L

qd' e o

Dalam Hukum Pldana mxsamya asas legahtas asas tlada hukumanf L

i benkut

v tanpa kesa]ahan, asas pembmaan narapldana, dan asas praduga tak_ v
Cbewah
"_Dalam Hukum Perdata mxsalnya dalam hukum perjanpan antara -
_ ', j»]am asas kcsepakatan kebebasan betkontrak dan iikad ba1k |
- Selain’ asas-asas tersebut di atas Jazxm (2008: 24~25) berpendapat
bahwa pembentukan perda yang baxk harus menglkuh as as Sebagm : . L
a, Kewenangan o
b Berlaku kedepan/txdak berlaku surut E A |
Peraturan yang baru, mcnz,esampmgkan peraturan yang lama
»Tata urutan peraturan perundang undangan ’
| Persamaan dan txdak memlhak o
: 'Kepastlan, kepatutan dan keadllan
: Kepentmgan umum,

o Sementara itu pembentukan pelda yang balk harus memenuhl S)’al’at"
‘.vb_b},’b.syarat sebagax berlkut o o |
. Pertimbangan fi losof' is f SRS

bPemmbangan yurldls

Pertm)ba_ng,an po}lms o

. Pe:ti‘mbangan s‘osvibl}ogibs PR

BT




Pertimbangan ekologis

Pertimbangan ekonomis

@ oo

Pertimbangan kulturavlb '

h. Pertimbangan rehgltas o

Sedangkan teknik perancangan perda yang bmk rnehputx :
a. Ketepatan struktur

b. Ketepatan pemmbangén .

¢. Ketepatan dasar hukuv_m: -

d. Ketepatan bahasa htikim".l B

C Kajian Terhadap Praktik Penyclenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta
Permasalahan Yang Dlhad'lpl Masy‘lrakat
1. Gambaran Umum Kabupatcn Karanganyar ‘- _
Kabupaten Karang,anyar merupakan sé\lah satu kabupaten di
wilayah Provmsx Jawa Teni,ah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen
di sebelah utara, Provm31 Jawa Timur di sebelah ttmur, Kabupaten |
Wonogiri dan Sukoharjo dl scbelah selatan dan Kota Surakarta dan'
Kabnpaten Boyolali di sebelah barat ' '

Bila dlhhat dari gans bulur dan garis lintang, maka Kabupaten
Karanganyar terletak diantara 110°40" sampai 110°70" Bujur Timur, dan
7°28" sampai 7°46" Lintang S'eiat‘an.’ Ketinggian rata-rata 511 meter diatas

permukaan laut serta beriklivm}tr'opis dengan temperatur 22 ° sampai 31e,
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' tabel berlkut ini:

o Gambar21
- Peta Kabupaten Karanganyar

Tabel 2. 3

Luas Wllayah dl Kabupaten Karanganyar

Jatipuro

256826

Y,Luas w11ayah Kabupatcn Kal anganyar secara keseluruhan mencapax_ R
T 378, 64 Ha, dengan nncxan tanah sawah sebesar 22, 562, 45 Ha dan tanah
f;kermg sebesar 54 816 19 Ha Gambaran sclengkapnya dapat dlhhat pada B

2 | Jatiyoso

129375

54274

3 716 49

3 Jumapolo_,‘ . |

189600

367102

5.567, 02
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Jumantono

-~ 1.597,00

375844 | 5,

4

5 | Matesih 1.292,00 133463 | 2.

6 | Tawangmangu 719,24} | 6283,92

7 | Ngargoyoso 752,00 | 5.781,04 |

8 | Karangpandan 1.552,00 1.859,08

9 |Karanganyar | 172020 | 2.58244

10 | Tastkmadu 151811 124162 :

11 | Jaten T 12120z | 134269 | 255

12 | Colomadu 52000 | 104417 '”

13 Gondangrejo | 108598 | 459397 |

14 | Kebakkramat 225800 | 138763

15 | Mojogedang T202681 | 330409

16 | Kerjo T1a27,00 | 335527 .

17 | Jonawi TT52400 | 508428 | 5.60828
Towiah | 2545 | 548161 | 713786

Sumber: BPS Kabupa!en K aranganyar 2013

- Dari tabel tersebut dapat’dlllhat bahwa 5 (limé) kecamatan dengan

luas wnlayah yang - relanf besar ada di Kecamatan Tawangmangu,

Kecamatan Jatlyoso Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Gondangrejo

dan Kecamatan Jumapolo. Secara admmlstranf, Kabupaten Karanganyar
terdiri dari 17 Kecamatan, yarfg mencakup sébanyak 177 desa/kelurahan
N ‘(15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091
 dusun, 2.313 dukuh, 1.835 RW dan 6.020 RT. Klasifikasi desa/kelurahan
- pada tahun 2004 terdiri dari desa swadaya sebanyak 14 desa/kelurahan,
‘desa swakarya scbanyzik ]75 dvesa/kelurahan, dan desa swasembada
- sebanyak 38 desa/kelurahan. Secara admmlstratlf Kabupaten Karanganyar
berbatasan wilayah dengan f
1. Sebelah Utara
2. Sebelah Timur ‘

Timur

Kabupaten Sragen
: Kabupaten Magetan dan Ngawi Provinsi Jawa
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3. Sebeleh Selatan : Kébupaten »Wonogiri dan Sukoharjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolallibdan Kota Surakarta

Rata-rata ke_tinggian‘ wilayah'di Kabupaten Karanganyar berada |

_ p‘adva ketinggian sekita; 511 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah
terendah di Kabupaten Karanganyér berada di Kecamatan Kebakkramat

yaitu sekltar 80 meter dari permukaan Jaut (m dpl) dan wilayah tertinggi o

berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapal ketinggian sekltar

2000 m dpl. Ketinggian Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata o

air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, |

dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak

sumber au' yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang

melintas di Kabupaten Karanganyar dlkelompokkan ke dalam 6 (enam)
Sub Daerah Aliran Sungai L(DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub '
DAS Jlantah Walikan, Svub‘ DAS Samin, Sub DAS Mtingkung, Sub DAS
Keﬁatan, dan Sub DAS Pcpe B '

Pertumbuhan Produk Domesttk chlonal Bruto (PDRB)
merupakan indikator untuk mengetahm kondisi perekonomlan secara
makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan
tingkat pertulhbuhan ekonomi pada suatu daerah,Pertumbuhéri PDRB
merupakan indikator untuk mengetahux kondisi perekonomian secara
makro yang mencakup tmg,kat pcrtumbuhan sektor-sektor ekonomi dan
tingkat pertumbuhan ekonomi pada’ suatu d_aerah. Produk Domestik
v - Regional Brutb (PDRB) tahun 2013 Kabupatén Karanganyar Atas Dasar

* Harga Berlaku (ADHB) sebesar 12.857.290,06 (juta Rp.) dan Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) sebeéar 6.414.504,10 (juta Rp.). Pertumbuhan N
ekonomi yahg ditunjukkan oleh perkembangan PDRB, pada tahun 2013
ADHB sebesar 12,12 % dan ADHK scbesar 5,38 %. Jika dilihat dari
sektor, ADHB maka sektor industri pengolahan mempunyai- kontribusi
" yang paling besar, yaitu 43,98 %, sektor peﬁanian : 22,39 %, sektor
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»'perdagén‘gén 12 64 %, sektor Jasa-Jasa 8 90 % Sedang sektor-sektor o
}lam kurang dan 5 % lz S A R S N

:‘ ' - o Jlka dlhhat berdasarkan kontr:bu51 PDRB atas dasar harga berlaku‘ S

per sektor lapangan usaha selama tlga tahun, terhhat terjadl dommas: tiga o
sektor lapangan usaha ymlu sektor mdusm pengolahan sektor pertaman» | »

o dan sektor perdagang,an Kontnbusx sektor xndustrn pengolahan mendudukxig . 0T
5 f\"permgkat pcrtama selama ug,a tahun, yaltu masmg-masmg sebesar 43 29%: , o
© di tahun 2011, 43,75% di tahun 2012, dan 43, 98% di tahun 2013.

B »Kemud:an dlSl.lSLl] kontnbusn sektor pertaman pada permgkat kedua selama:f’;:_ S
© tahun 2011 5/d 2013, yaitu sebesar 23,01%, 22,81%, dan 2239%.
SR Permgkat ketlga selama tahun 2011 s/d 2013 d1duduk1 oleh kontnbusx T

o sektor perdagangan yaxtu masmg-masmg sebesar 12 53%, ]2 51% dan .

o _:_12 54% Bcrlkut adalah Data Kontnbum Sektor Lapangan Usaha Terhadap ': R
B PDRB Atas Dasar Harga Berlaku d; Kabupaten Karanganyar pada tahun‘:._‘v"_flf SR
: ',--‘2011-2013 '

e Tabel 2. 4 v .
DlstnbuS| Produk Domestxk Reglonal Bruto (PDRB) menurut Lapangan

Usaha Atas Dasax Harga Berlaku Kabupaten Karanganyar ; R
Tahun 2011—-2013 ' '

2011

2012

2013

o .";JbLa;pangazi Usahi; ‘-: :

(JutaRp.)

b

- (Juta Rp.)v -

© [ Pertanian

23,01

081

22,39

e "j'r,l.Tan’. Bahan Makanan

15,95

15,58

- 1.2. Tan. Perkebunan - -

- 1,78

1,68

166 |

1.3. Peternakan

501

4,88

|'1.4, Kehutanan ~

o001

T

0,11

'15. Perikanan

;,0,16 s

0,15 -

G v RPJMD Kafanganyaf2014 SENT




| 2. Pertambangan dan Penggalian | 1,06

103

1,03

3. Industri Pengolahan

C 4329

43,75

43,98

158

- 5. Bangunan

4. Listrik, Gas dan Air Mmum

3,28

3,28

3,28

6. Perdagangan

12,53

1251

12,64

L | 7. Angkutan & Perhubungarl

32

322

3,26

| 8. Lembaga Keuangan, Sewa

- Bangunan dan Jasa Perusahaan

281

285

2,87

[ 9. Jasa—Jasa .

'-9,11..»

T 896

- 8,90

'10000 - 1100,00

. [Es

Sumber BPSKabupatenKaranganyar PR

Kondtsx tldak Jauh berbeda terlxhat pada kontnbusx sektor lapangan S .

S usaha tcrhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama tlga"

- tahun Kontnbum tiga sektor lapangan usaha Juga masxh mendommas{ B

L perdagangan

,PDRB Kabupaten Karanganyar,

Tabel 2 5

I permgkat pertama sampat ket1ga yaltu mdustn pengolahan, pertaman dan" RIS

s Dlstrlbu31 Produk Domestlk Reglonal Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 2013 |

o Lapangan Usah_ﬂ 0

2011

|- »(Juvta Rp.)_

(Juta Rp )

2012 ‘?‘

2013 o
(JutaRp.)

R ‘:'if;i

S l Pel“tatni»anmq o

S 1 1 1. Tan Bahan Makanan
12 Tan Perkebunan :
1 3. Petcrnakan : '

1.4, Kehutanan SR

:0,10.‘::_.,‘} _}

1 2008

L a
oA

RN

e

zo;oo e

0w

1954 |

1298
S W /R I
465

0,09




9 Jasa Jasa

; - ) »‘-“:Memajxkan Karanganyar

I 15 Perikanan R

2. Pertambangan dan Penggahan o

Industn Pengolahan

4. Listrik, Gas danAlrMmum
5.Bangunan
| 6. Perdagangan R
R & Angkutan&Perhubungan T
- _8 Lembaga Keuangan Sewa IR

Bangunan dan J asa Perusahaan

o011

5122
134
c 237 :
1053
279
o 13 =

1 oo

{08
51,40

1,35

o236
1047
283
217

'864 |

J‘Q,IO'wy o

078
51,70

1,38

240
10,56
284
220 |

g0 |

PDRB,_,

100 00‘ BN

100 0

100,00

VlSl o

uIJ

.‘a Bersama

Bt b.'Mema]uk'm e B _ - | o |
‘ Perwujudan makna maju dltunjukkan dalam sasaran daerah yang N

- hendak dlcapal dalam 2014 2018 ya;tu (1) pertambahan persentasei ‘A" f}:

Sumber BPSKabupatenKaranganyar o

| '2 VISl dan MlSl Kabupaten Karanganyar R ,'“ '

:»Kabupaten Karanganyaf Tahun 2014

o pemermtahan yang demokra‘us dan akunta‘oel

) Penjelasan dan visi tersebut adalah sebagal benkut v;‘ -

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Meneng ah (RPJMD) L

2018 adalah: _‘fBersamqn.:m :

o Bcrsama dlterjemahkan sebagan kOI‘ldlSl kebersamaan dalam keragaman:,}»
]’»_:.,.vmcmbangun tata kehldupan masyarakat yang maju tcrukur dalam_b ) e

( ‘:"sasaran )y Menurunnya poten51 konﬂlk antar kelompok masyarakat |
' lsuku ras dan agama (2) berkembangnya budaya salmg menghormatl,
.Vtemb dan dlSlp]ll‘l» (3) Mengembangkan 51stem tata kelola:: L

ST Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
o ‘-2018 ' NI . , o S

a9 :




e

. Misi

cékupéﬁ kohdisi ini‘rastfinktur inenyeluruh (pfasaraxia produksi dan
distribusi ekonomi, ;ra"n:sportasi, ko}neksitasv' antar Wilayah, dém '
prasaréha pelayanan publsik)’dalam kriteria béik; (2) peningkatan nilai
produksi ekonomi masyarakat dan pehurunan angka pengangguran; (3) .
angka pendldlkan rata-rata penduduk menmgkat (4) angka derajad
kesehatan penduduk menmgkat (5) Indeks Pembangunan Desa
menmgkat dalam hal kecukupan mfrastruktur kelembagaan pelayanan‘
pubhk produktxv:tas ekonomi, kelestarlan adat budaya; frekuensi dan
ragam jenis paﬂlSlpaSl. masyarakat dalam pembangunan; (6)
kondusivitas masyarakat:m‘eningkat; lebih aman, rendah kdnﬂik, rciidah
pelahggaran K3; (7) bukti karya masyarakai yang dibangun secara
gotong-rbyong N bertambahv jenis dan iolumenya, pertumbuhén .

pehye]enggaraan event bddaya adat Karanganyar.

Karanganyar o

Karanganyar adalah w1layah Kabupaten Karanganyar yang mcllputl 17

: : kecamatan, 15 kelurahan 162 desa serta penduduk yang hidup di

dalamnya Kebaikan dan kemajuan harus dlrasakan oleh semua wilayah

bukan hanya satu atau dua daerah tertentu, tetapi oleh semua penduduk

di Kabupaten Karanganyar

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun' 2004 tentang

- Sistem Perencanaan Pembangunan Naswnal khususnya Pasal 1 angka 13 .

vadalah fumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dllaksanakan v
“untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai

' apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam raﬁgka mewujudkan visi} »

Misi Pembangunan Kabupéten Karanganyar sebagaimana yang tercantum

‘dalam Rencana Pembangunan. Jangka Menengah Dacrah Kabupaten _
| Karanganyar Tahun 2014 - 2018 ada]ah sebagai berlkut

~a. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.
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- Pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki peran penting
dalam mendukung pembangunan lainnya.Pembangunan infrastruktur
diarahkan  pada sai‘ana ‘dan ,présarana ‘untukbl meningkatkan‘
pertumbuhan  dan keiancaran roda perekonémian dengan
memperhatlkan aspek keselmbangan dan kelestarian lingkungan hidup

serta tata ruang daerah.Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh - |

ini dalam konteks mewﬁjﬁdkan peningkatan pelayanaﬁ umum (public =

service) meliputi pemngkatan infrastruktur dasar, mfrastruktur sosml "
ekonomi dan infrastruktur pcmermtahan .

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan_
 ekonomi serta merupakan aspek pentmg dalam penmgkatan pelayanan .
publik. Kegxatan sektor transportasx merupakan tulang punggung pola
distribusi baik barang maupun penumpang Infrastruktur lamnya -
seperti kellsmkan dan telekomunikasi - terkait dengan upaya
modernisasi daerah dan penyediaannyé yang incrupakan salah satu

aspek terpenting untuk menmgkatkan produkthtas sektor produksi.

Ketersedlaan sarana perumahan dan permukiman antara lain

. air minum dan sanitasi secara luas don merata serta pengelolaan'
sumberdaya air yang befkclanjutan menentukan tingkat kesejahteraan
masya'rakat.‘ Selain itu, gﬂna meningkatkan kualitas serta jangkauan

_pelayanan - publik dipcrlu‘k‘a‘n dukungan sarana dan prasarana
pemerintahan berupa perkantoran dan sarana kerja, serta dukungan -

‘manajemen yang mampu meningkatkan kinefja pelayanan publik

Sejak lama mfrastruktur diyakini. merupakan pemlcu bahkan |

: pengungklt pembang,unan Suatu kawasan. Dapat dikatakan dlspamasi;

. kesejahteraan yang terjadl antar kawasan diakibatkan oleh

kesenjangan dalam ketersediaan mfrastruktur Untuk memantapkan - L

penyedlaan infrastruktur ke depan di Kabupaten Karanganyar akan
- dilakukan - pendekatan bcrbasxs wilayah, agar pembangunan

infrastruktur vang membuiuhkan investasi biaya sangat besar akan
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difokuskan pada pengembangan wilayah sektor unggulan dan sektor
pnorstas ‘ '
. Menciptakan 10.000 erausahawan Mandm

‘Berkurangnya pekerjaan pada perusahaén mengakibatkan
banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung, padahal fenomena
ini setiap tahun meningkat.Maka untuk mengurangi angka
pengangguran perlu ditumbphkari semangat untuk berusaha mandiri
dis_aiﬁping untuk diri pribadinya diharapkan dapat therribxika lapangan
kerja. Usaha mandiri dapat dilakukan dibeberapa sektor : pertanian
peterhakan, jasa dan laih sebagainya. Maka peran pemerintah untuk
menciptakan wirausashawan mandiri dapat dilakukan dengan
pemberian pendldlkan teknologi tepat guna ‘pemasaran dan batuan
setimulan scbagax modal awal untuk membuka usaha.

Penmgkatan produktwntas yang berdaya saing, pendapatan dan
daya beli masyarakat periu dnlakukan melalui pemngkatan pelatihan
dan keterampilan yang mampu meningkatkan produktivitas ekonoml,
"menumbuhk.én “e‘to‘s wira ’tﬂs’aha serta‘;iﬁemberikan peluang dan akées :
pasar sehingga mampi; imen';ngkdtkan pcndépatan dan daya beli _
masyarakat. R ’ | '
| ' Perekonomtan suatu daerah akan maju dan berkembang
apablla daerah tersebut mampu mengelola seluruh poten51 yang
dlmlllkl, baik potens: sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan yang rada berupa asset daerah secara produktlf

Sumberdaya alam dimanfaatkan - untuk sebesar-besarnya‘
kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi-
fungsi- lingkungan liidbu'pnya.Den»ga'ri ‘demikian sumberdaya alam
memiliki peran ganda- yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi

daerah dan sekaligus s_eb‘agvai penopang sistem kehidupan.

. Melaksanakan Pcnd:dnkan Gratls SD/SMP/SMA dan Kesehatan

Gratis.
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Sepem dxamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara
berhak mendapatkan pendldlkan maka dengan kebijakan adanya wajib
~belajar bagi masyarakat, maka pemerintah dapat memberikan pada
setiap warganya untuk mengenyam pendidikan.Kesulitan ekonomi
yang ménghambét warga yéng wajib belajar dapat teratasi dengan
‘ mengoptlmalkan anggaran yang ada guna membenkan pendldlkan
yang murah/gratls ‘

Demlkxan pula ‘halnya dengan pelayanan kesevh‘atan' éétiap” |

orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan maka pemenntah

sudah selayaknya menyedlakan sarana prasarana kesehatan yang baik o

serta memadai. - o ) N
Misi ini ményifatkén stra‘tegi’yangv akan di}t‘empuh’ selama lima
tahun, yaitu: (I) Penmgkatan kualltas “dan Jangkauan pelayanan
pendxdxkan dengan mengembangkan manajemen dan sxstem yang
mampu mengakses seluruh anak usia sekolah mulai dari pendidikan -
usia dini -(pra sekolah), sekolah dasar dan sekolah lanJutan
mendorong minat_masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai
pada jenjang pendidikan finggi serta mengembangkan modelmodel
pcndidikan kejuruan yang langsung menghasilkan mutu kelulusan
yang mampu terserap d1 pasar kerja. Selam itu, pendidikan dan
pelanhan keterampilan " terus  di dorong untuk memngkatkan
kernarhpuan produktivita§ masyarakat; (2) Penmgkatan derajat dan
jangkaﬁan pelayanan keséhatan dengan méngembangkan' manajemen
dan sistem yang mampu memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat,
murah dan terjangkau sehmgga mampu mencnptakan masyarakat
Karanganyar yang sehat, cerdas dan produktlf (3) Peningkatan
_peranan wanita }dvllakukan. n)eng,mgat ‘peranan wamta memegang
peranan penting dalzim prbsés perﬁngkafan kualitas hidup mulai dari
peranah kodratinya sampai pada partisipasi gender dalam proses

perubahan sosial dalam suatu proses pembangunan bangsa, (4)
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o Pembmaan dan pengembangan kapa51tas genera51 muda dxlakukan;f o

: ,.‘,’dengan mengembangkan manajemen yang mampu mendorong

. kreauﬁtas, 1nova51 kerJa keras serta kexmanan dan ketakwaan“f*-

:segenap p oten51 kepemudaan sehlngga mampu melahtrkan generasrv -

N muda yang tangguh profesxonal dan mandm .

- Mewmudkan Pembangunan Desa sebagal Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemermtahan terbawah maka sudah"

selayaknya mendapatkan perhatlan khusus ‘baik pembangunan ﬁsﬂ('_‘»‘f S

»:v,ma“Puﬂ non. ﬁ51k Perekonomxan harus dlgalakkan dari desa,’,'.‘ B

= tersedlanya sumberdaya aparat yang balk serta termptanya persatuan_ -

o dan kesatuan kehldupan masyarakat

Untuk mencapzu efektlﬁtas dan’ eﬁswnsx pembangunan dl ”

| Kabupaten Karanganyar maka pengembangan sektor prlontas, sektor,vff' o

. unggulan dan sektor pendukung harus dllakukan secara smergxs di

suatu desa sebagal satuan w1Iayah pengembangan sehmgga Wllayah »’_

- tersebut dapat berkembang secara pesat ~dapat - membenkan E R

sumbangan untuk mendorong, percepatan pembangunan Kabupaten. ST

. - Karanganyar terutama terhadap penumbuhan ekonom1 yang tmggl

i membutuhkan sumberdaya manusm yang mampu"‘_v

_h"mendesam langkah langkah strategts menguasa; 1lmu pengetahuan’ T

vvdan teknolog1 (lptek) dan mengelola poten51 yang ada, program dan'f

-regulasx yang tepat membangun kerjasama kemltraa.n dengan' S e

L berbaga1 plhak menjaga stablhtas keamanan dan ketertlban serta"

‘membuka akses marketmg melahu prom031 tentang potcn51 yang o

L _dlmlllkl desa maka dengan sendmnya sektor-sektor potens1 terscbut f‘: RO

. akan berkembang dengan pesat

Apablla poten51 ekonorm daerah tersebut dapat dxkelola‘, L o

. dengan baik, maka akan menahan ahran uang yang berputar di suatu " F s
o daerah seiam itu apablla daerah tersebut dapat menghasﬁkan lcblh e

o untuk d1 ckspor ke luar daerah ‘maka dengan sendmnya akan' o

menambah Jumlah ahran uang yang bercdar dl daerah tcrsebut

oa




o v"»_bDengan semakm banyak uang yang beredar maka akan membuka»

o membayar pajak dan l‘eStrlbUSI bagx pemermtah daerah

o o | e ' Memngkatkan Kualltas Keagamaan 8051a1 dan Budaya

. kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan

. 3 Permasalahan yang Dlhad‘lpl Perusahaan Daerah

| Komp11a51 Statlstlk menyatakan bahwa tahun 2013 BUMD memlhkl asct 500
e ;.‘T dan pada tahun 2014 memxllkl total aset 662 T dengan laba 9, 8T dengan

lapangan kerja bag1 masyarakat dan membuat masyarakat mem.lhkl" .

pendapatan dan dapat menmgkatkan daya beh serta kemampuan S

o Perbedaan keyakman bukan menjadl keretakan memudamya o
L kehldUpan kekeluargaan dl R masyarakat Perbe daan merupakan:: _.:
. ',rahmatan yang harus dlsyukun Hal 1m akan memmbulkan rasa Sallng 1 Sl
;hormat menghormatl Penmgkatan kualntas keagamaan sosml “dan R

. V,budaya ‘ maka akan dapat menumbuhkembangkan : scmangat S S

N Permasalahan yang dlhadapal o!eh perusahaan daerah (BUMD)j"
‘secara garls besar berkaltan dengan persoa]an yang berkaltan dengan;‘f-v o

" permasalahan ﬁnan31al (keuangan) Data dari Subdnrektorat Pubhkam dan . .

S rmc:an 81 % (7 9 T) dlsumbang, dan sektor perbanan dan asuransi. Jumlah" . o
| ’BUMD pada tahun 2014 adalah 777 dengan r1nc1an BUMD pr0v1n51 662 danf'_ . ‘. P
Sl BUMD Kab/kota 115'4 Dengan aset yang begitu besar dan pengembahan: S

o 5} nilai 1nvesat51 yang kecil dirasa kurang mengoptlmalkan poten31 dan peluang

: ";i:}fBUMD Ketergantungan BUMD pada APBD menyebabkan BUMD sulnl_;f

i;menghadapl per amgan usaha yang cepat dan dmamls

. ;Daerah Untuk MCWUJ udkan PrlnSlp Tata Kelola Perusahaan Yang Ba}k” o

| e - BPS : Statistik Keuangan Badan Usaha le:k Negara dan Badan Usaha Md:k Daerah 201 4
S .. - Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statlstlk 2014 B _ .
’ S '5JawaPosKam138Maret20|2 : R

Selaln permasalahan yang berkaxtan dengan aspek ﬁnamsal BUMD : :f_;:fj e
"-'f?_ juga mem1|1k1 permasalahan sepertl dlungkapkan oleh Yudho Taruno‘f' = . -
Muryanto dalam dlsertasmya yang berjudul “Tanggung Jawab Dlrek51 Dan‘ IR

L Dewan’ Pengawas (Komlsans) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Mlhkv“_ FE



mengclompokan permasalahan BUMD antara Iam

a Potret Lemahnya Pengelolaan BUMD (Intervensn dan Campurl.'.

Tangan Pemermtah Daerah)

'.:Peran dan fung31 dari organ BUMD dalam rangka mewujudkan tata.'“;': H

 elola perusahaan yang baik tentunya harus berdasarkan suatu pedoman; -

atau prm51p tata keIola perusahaan yang balk Kemandlrlan dan"‘_:_'

' profeswnahtas dlperlukan dalam rangka mencapm tujuan tersebut S

. Kemandman dan mdependensa darl pengurus BUMD dlperlukan dalam o .

| rangka mencapal tujuan BUMD sesua1 dcngan 51fat dan tujuan awal"': :

| adldmkanya BUMD Kcterhbatan dan camput tangan pemenntah daerahb

| ;terhhat pada pengelolaan BUMD dalam rangka perbalkan kinerja. s

S Namun, Jlka keterllbatan dan campur tangan pcrnermtah dacrah terlalu‘ o

- 1} domman dapat menyebabkan terhambatnya kemandlrlan BUMD

‘ b Konscp Pengelolaan BUMD Mcmtlkberatkan pada Kekuasaan dan

: Kewenangan

v o Da[am mengelolaa BUMD Pemermtah Daerah ma51h memtlkberatkan”;;Q;-:;f?‘ e

i’fpada paradlgma kekuasaan dan kewenangan Dalam orgamsasx formal, R

' sepem pemermtah daerah konsep kekuasaan dan wewenang melekat‘ R L

. pada pemermtah daerah melalm fungsn fung31 struktura] yang melekat S

pada kepala daerah selaku pucuk p;mpman di pemermtahan daerah’

: dengan mengeluarkan suatu keputusan ataupun kebljakan yang senng . : o

S dmamakan kebljakan publ:k

B ‘} . Pengelola'm BUMD Memtlkberatkan pada Aspek Penyelenggaraan' SoeL e

Negara (Sebagal Pejabat Negfnra)

N Lambatnya pengambllan keputusan dan kebgakan Pengelola BUMD .

| 'dxsebabkan segala tmdakan dan keputusan yang dlambll oleh pengelola- =

- atau pengurus BUMD jlka salah atau terdapat 1nd1ka31 meruglkan’ o o

b.; BUMD berpotensn menjadlkan kerug:an Negara atau Daerah Keruglan,f; K ) -

Negara atau daerah daiam ketentuan Undang-undang Keuangan Negara : " o

' Yudho Taruno M Tanggung Jawab Dxreks: Dan Dewan Pengawas (Komtsans) Dalam . .

Pengelolaan Badan Usaha Milik Dacerah Umuk Mewz judkan Prms:p Tata Kelola Perusahaan :
Yang Batk DlsertaSI FH UGM 20]6 ' R

BT



) No.17 Tahun 2003 yang _menyatakan domain kékayaanNegara atau

Daerah yang dipisahkan dalam BUMD menjadi bagian Keuangan

Negara. Artinya, jika adav'fkcr‘ugian,, maka hal tersebut mempakan

- kerugian Negara dan dapat dikategofikan sebagai korup‘s'i (merujuk

pada UU tindak pldana korupsx)

d Kelemahan Pemermtah D‘lerah d‘llam Memotwasn Indmdu untuk,

‘Tujuan Orgamsas:

Salah satu permasalahax_i birokrasi vterkai‘t pengélolaan ‘pada

BUMDadalah kelemahan vPémerintah Daerah memotivasi individu

. untuk tUJuan orgamsam Paradlgma pengelolaan BUMD masih

menganggap BUMD merupakan domain publik. Pada dasarnya, BUMD

~tidak bisa terlepas dari domain publik dan privat. Implementasi

pengelolaan BUMD lebih - ‘banyak mengarah pada domain pubhk

terutama yang berbentuk Pcrumda

e. Budaya bxrokrasn yang kaku -

~ Banyaknya jalur birokrasi dalam pemerintah daerah, terutama yang
v berkaltan dengan pengelolaan BUMD menjadikan budaya birokrasi

yang kaku, Birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel menyebabkan tidak
efektifnya koordinasi antar .1ini yang ményebabkan fleksibilitas BUMD
dalam menghadapi kompgtisi" dan perubahan dinamikan jaman

tertinggal.

*D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur

Dalam Undang-Undang Atau"’[’craturzin Dﬁeréh Terhadap Aspek

Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban

‘ Keuangan Daerah.

1.
‘ Dengan dtberlakukannya peraturan daerah tentang perubahan atas

Dampak Terhadap Aspek Kehldupan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang

-Pcrusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar
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‘aspek yang meliputi :

tentunyavakan membawa dairipak positif ’tcrhad_ép_ peningkatan‘beberapa :
o |
a. Pelayanan pengimpunan dana masyarakat yang meliputi simpanan

berupa deposito, berjangk:@; tabungan atau bentuk lainnya.

b. Pelayanan kredit maupun pcrr_lbiayaan bagi masyarakat

2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya - peraturan daerah tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Bank Peﬂr_‘kreditanb Raky‘at’ Kabupaten Karanganyar

- tentunya akan berdampak péda meningkatnya_' prdgram dan kegiatan

Perusahaan Daerah Bank Perkfeditan Rakyat Kabupaten Karanganyar baik

dalam hal‘ pelayéman kepadzi'm‘asy‘arakat maupun pengelolaan organ dan

kepegawaian. Dengan de'mikian_‘ dukungan pendanaan dari Pemerintah

- Kabupateanaranganyér sélakt_’ln pemilik perusahaan’ daerah juga harus

semakin meningkat.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
'PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangah Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan
vDaerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan
. Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar punya korelasi dengan '
peraturan perundang-undangan lainnya yang leblh tmggx tmgkatannya Maten_
| muatan yang ada dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah juga -

mempunyal landasan terhadap bebcrapa peraturan perundang-undangan ‘yang

lebxh tinggi Dalam pcnyusunan ',rancangan peraturan daerah  harus

menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peratm'an
E yang, relevan sehmgga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya.Hal ini dapat
dxgunakan sebagan bahan pcrtlmbangan dalam penyusunan aspek filosofis, |
L sosmlogxs dan yuridis. - B ‘ v

o Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadl

“~'v'dasar/acuan dalam penyusunan R’mcangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011

.-_Temang Perusahaan Daerah Bank  Perkreditan ~Rakyat Kabupaten

Karanganyarantara lain:

A bPex":vltAuran ‘Péfundang”’ - Uh(‘-l;ingan‘ Terkait'"‘Dengan‘v'Kewenan’gan"" |
‘ Penyusunan Produk Hukum Daerah .‘
" 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaxmana Dlubah o

Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun o

2014 tentang Pemerintahan Daerah _
| Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Sebagalmana Diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang‘

Nomor 9 Tahun 2015‘ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 sampai
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"»'dengan Pasal 12 pada dasamya pemermtah daerah berwenang e
o ‘menyelenggarakan urusan pemermtahan yang menjadl kewenangannya

| Urusan pemermtahan menurut undang-undang ini terbagi menjadl :‘

3 bagxan pertama Urusan pemermtahan absolut kedua, urusanf”
‘pemermtahan konkuren dan yang ketlga ada]ah urusan pemermtahan' :

) umum, yang dapat dltunjukkan pada gambar benkut

: Gambar 3. 1 Pembaglan Urusan Pemermtahan Menurut Undang-Undang'.‘:,“»,_,‘ S
| © Nomor23Tahun2014. S |
‘ Urusan pemermtahan absolut adalah urusan pemenntahan yang o
o menjadl sepenuhnya menjadl kewenangan pusat Pemermt ah Pusat: b
) dalam hal ini adalah eksekut:f yaitu Presuien Repubhk Indonesm yang o
memegang kekuasaan pemermtahan Negaxa Repubhk Indonesxa yangi; :
dlbantu oleh Wakll Presnden dan menterl Cakupan urusan pemenntahan | -

”,"',absolut terdm dan masalah bldang polmk luar negen, penanahan,’xx.:_ :

keamanan, yustlsl, moneter dan f skal serta agama. L



» Meskl sepenuhnya berada dltangan pusat urusan ‘pemel‘mtahan':_ o

: absolut dapat dlhmpahkan kepada mstan31 vertlkal yang a da di daerah"f’

- "{"berdasarkan asas dekonsentraSJ Instan51 vemcal sendiri adalah N

- perangkat kementerlan dan/atau lembaga pemermtah nonkementenanv .

s yang mengurus Urusan Pemermtahan yang tldak dxsera.hkan kepada o

e :daerah otonom dalam wn!ayah tenentu da]am rangka Dekonsentra51 ’

| contoh mstansn vert1ca1 d1 daerah adalah satuan ket]a perangkat daerah R
fo atau SKPD sepem dmas dan badan daerah . | .
| Urusan pemermtahan kedua adalah urusan pemenntahan_;";i B
» konkuren Deﬁmsmya adalah Urusan Pemermtahan yang dlbagl antara‘;f"-
,»”‘Pemermtah Pusat dan Daerah provms: dan Daerah kabupaten/kota o

- »;urusan yang dlserahkan kepada daerah menjadl dasar pelaksana otonoml e

daerah Pembaglan ltu mencangkup berbaga1 bxdang, muIal dan

“pertaman, perdagangan pertambangan penkanan diL. Tap1 pnnsnp utamavv A
. dalam pembaglan urusan pemermtahan konkuren ada.lah harus -
__dldasarkan pada akuntabllltas, eﬁsxenm, eksternahtas serta harusv”f S

a berkepentlngan naswnal

Pembaglan urusan konkuren xtu kemudlan dlpermm dalam“'_

L :tatananan temtonal atau w1layah sepem contohnya dalam 1oka31 pusat . R
: o berwenang pada lokasx lmtasx Negara ataupun lintas daerah prov1n51, n
. j»i sedang provm51 berada pada lmtas kota/ kabupaten, sedang untuk tmgkat‘_" 'f ,>'  B
L kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten R B
A , Berkaxtan deng,an kewenan;,an daerah yang kemudlan dlbuat ;'_.?v,f i
ff.‘.‘dalam bentuk kebljakan dacrah urusan pcmenntahan konkuren yang:f- L

e dnserahkan ke daerah kemudlan d1bag1 men]adl 2 bagxan penama urusan:g -
f "pemermtahan waij dan urusan pemermtahan plhhan Urusan Wa_]lb 1n1_' - o
kemudlan dibagi lagx dalam 2 baglan pertama, urusan pemermtahan}’
i wa|1b yang berkaltan den gan pelayananan dasar dan urusan pemermtahan T
; - wajm yang tndak berkaltan dengan pelayanan dasar Gambaran mengenal SRR

': urusan pemermtahan waij dapat dltunjukkan pada bagan berlkut L

s



»

Gambar 3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, \

Urusan pemerintahan Wajlb berkaitan dengan pelayanan dasar
adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah dan urusan pemerintahan wajib yéng berkaitan dengan
pelayananan dasar ini, inencakﬁp | bidang pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum , penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan
pemukiman, ketertiban umum dan masalah social. | :

Sedang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayananan ldasar menc'akup- ~ bidang ten‘aga kerja, pembéfdayaan '

perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, liﬁgkungan hidup,
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lingkungan hidup, pehubungangan, admlmstrasl kependudukan, koperasx,

- umkm, kebudayaan statistic dan perpustakaan,

Untuk urusan pemermtahan pxhhan adalah urusan yang wajib |

. dlselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensn yang dumhk1

Daerah Bidang yang termasuk adalah kelautan, perikanan, pertaman,
kehutanan, perdagangan, industry, energy dan sumber daya mineral.

Baik urusan pemerintahan 'fwajib yang tidak bérkaitan dang
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pxhhan ada rambu-rambu yang

harus diikuti oleh pemermtah daerah dalam menyusun kebijakan daerah,

‘Salah satu rambu yang harus dilalui adalah proses ‘pemetaan bldang yang

akan diprioritaskan, ini dilakukan oleh kementrian atau Iembaga'

nonkementrian bersama peme‘rintah‘ daerzh. Proses selanjutnya setelah

dipilih bldang yang akan dxprlorxtaskan bldang itu ditetapkan melalui
peraturan menten ‘ o B

A Pemetaan Urusan pemermtahan wapb yang tidak berkaitan
dcngan pelayananan dasar sendiri dldasarkan pada jumlah penduduk
besamya APBD dan luas wdayah sedang pemetaan urusan pemermtahan,
pnhhan berdasarkan pada potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan
pémanfadtan lahan, Ba‘ik pemetﬁan uruéan peﬁaerintahan wajib yang tidak
berkenaan dengan pelayanan ‘dasar dan ‘urusan pemermtahan pilihan,
digunakan o]eh daerah dalam penetapan kelembagaan perencanaan dan |

penganggaran dalam segala penyelenggaraan urusan pemermtahan 3

| daerah yang menjadn kewenangm daerah. Sedang pemermtah pusat - :

menggunakannya sebagai dasar pembmaan kepada daerah. v

" Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini
adalah urusan pemermtahan. umum, ‘definisinya adalah urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
Pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional,
kerukunan antar umatberagama,“ persatuan dén kesatuém bémgsa,
penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun

intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang -
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ada diwilayah daerah pfovinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan

~ kehidupan demokrasi dan, pelaksananan semua urusan pemermtahan

yang bukan kewenangan daerah

- Pelaksaan urusan pemermtahan umum adalah vbgubernur dan
walikota serta bupatl di daerahnya masmg-masmg, dibantu oleh instansi
vertical. Pertanggung]awabannya sendiri, gubemur bertanggung jawab
kepada Presiden melalui menteri ‘dan bupati/ walikota kepada menteri |

melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil

- pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal

dari APBN.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan o

Dlundangkan pada 12 Agustus tahun 2011 Undang-Undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan} didasarkan pada
pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai

negara hukum, segala aspek kehidupén dalam bidang kemasya.rakatah,

" kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan

atas hukum yang sesuai dengan sistem hukurn nas:onal Sistem hukum
nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesxa dengan semua
elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka
mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undbang DasarvNega-ra Republik Indonesia Tahun
ods. o R A _ v» o
Uﬁdang4Undang ini merupakan penyempurnaan  terhadap

~ kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
 yaitu antara lain: | o
a. Materl dari Undang- Undan;, Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang

menimbulkan kerancuan ata_u} multntafs;r sehingga tidak memberikan

* suatu kepastian hukum;
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TbcknikI periu]iszin fufhu;ah baﬁ'yak‘yang tidak konsisten;
Terdapat m_ateri baru yang periu diatur sesuai dengan pe‘rkeinbanganv
atau  kebutuhan - hukum dalam  Pembentukan - Peraturan _ :_
Perundangundang,an dan . '

Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesua1 :
dengan swtematlka '

Sebagai ‘penyempurnaan terhadap UndangoUndang sebelumnya '

terdapat materi muatan baru yang dltambahkan dalam Undang-Undang

lnl ya:tu antara lam

a.

Penambahan Ketctapan Majehs Permusyawaratan Rakyat sebagal

~ salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hlerarkmya '

- ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1945;
Perluasan cakupan perencanaan Peraturanv Perundang-undangan yang

tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga

perencanaan Peraturan Pemérintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan ‘,

_‘ Perundang-undangan ]amnya ‘

Pengaturan mekamsme pcmbahasan Rancangan Undang-Undang
tentang Pencabutan Peraturan Pemermtah Penggantl Undang-Undang,
Pengaturan Naskah Akademlk sebagan suatu persyaratan dalam

penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan |

" Daerah  Provinsi ~dan Rancangan Peraturan Daerah,

Kabupaten/Kota;

Pengaturan - mengenai  keikutsertaan  Perancang = Peraturan |

~ Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan |

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

" Penambahan tekmk penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiranl

Undang-Undang ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat

perubahan tata urutan Pcraturan perundang-undangan yang dlatur dalam

Pasal 7 adalah sebagai berikut:
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Undang- ndang Dasar I94|5

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat :

R

Undang-undang / Peraturan Pemerintah Penggann Undang-undang

i

Peraturan Pemermtah

o

. Peraturan Presiden =~

- f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan DaerathabupaterilKota |

Selain adanya penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
A :
Rakyat sebagai salah satu Jems Peraturan Perundang-undangan, yaitu

kabupaten/kota sebagai suatu hierarki tata turutan Peraturan perundang- B »

- adanya penegasan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah

" undangan. R ‘
UndanguUndang Nomor| 12 Tahun 2011 Juga menjadl dasar bagr |
‘ penyusunan peraturan d'uerah kabupaten/kota baik mekanisme
"perencanaan program legislasll daerah, penyusunan peraturan daerah
- maupun teknis penyusunan naskah akademik. Pada Pasal 56 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ‘ dltegaskan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur,
R Rancangan Peraturan Daerah Prov1n31 harus dlsertax dengan penjelasan ,: '
atau kcterangan dan/atau Naskah Akademlk Pasal tersebut berlaku -
secara mutatis mutandls bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. l
- 3.Peraturan Menterl Dalam Neg,en Nomor 80 Tahun 2015 tentang_ :
" Pembentukan Produk Hukum Dacr.xh ' v - '
Peraturan Menteri DalamI Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang E
-Pembentukan Produk Hukum Daerah bensxkan pedoman tata cara dan
metode- penyusunan produk hukum di daerah, sehingga produk hukum |
yang dibuat tidak bertentangan dengan 'pcraturan pcrundang-pndapggn‘

' yang lebih tinggt.
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Menurut peraturan menterl dalam negen tersebut produk hukum .

Cdi daerah terdm dari- dua ‘macam, yaitu : peraturan dan penetapan'-:‘ﬁff'_f;f'_‘,'_1

: Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan tersebut mehputl TR
R perda perkada PB KHD dan peraturan DPRD | ’

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dlbentuk oleh -

v DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang tahapan'f__,jvb.v" g o

penyusunannya mehpun perencanaan, penyusunan, pembahasan

} penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Secara umum, perda SO

o memuat maten muatan sebaga1 benkut

f _a Penyelenggaraan otonorm daerah dan tugas pembantuan dan

b Pen_;abaran ]eblh ]anjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang‘ : " co

leblh tmggl St

| c. Muatan lokal sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e

‘ Adapun secara leblh khusus perda kabupaten/kota memuat maten L

R _,.muatan untuk mengatur

a. .Kewenangan kabupaten/kota |

b. _Kewenangan yang lokasmya dalam daerah kabupaten/kota, - ; B j‘ e e

cv;v Kewenangan yang penggunanya da[am daerah kabupaten/kota, |

:,d.-Kewenangan ‘yang manfaat atau dampak negattfnYa hanya dalam ; |

o ; daerah kabupaten/kota dan/atau AL *‘5

e Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya leblh eﬁsmn apablla }_"71‘ e

dllakukan oleh daerah kabupaten/kota o

Ketentuan mengenm sanksn dalam perda dlatur sebagal berlkut

ﬁ}'a."Perda dapat memuat ketentuan tentang pcmbebanan blaya paksaan L

- penegakan/pelaksanaan Pcrda se!uruhnya atau sebaglan kepada;j"_

S pelanggar sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan o

- b Perda dapat memuat ancaman pldana kurungan pahng lama 6 (enam).b L

- bulan atau pldana denda palmg banyak RpSO 000 000 00 (llma pquh - )
‘f juta ruplah) ’ » S o o

o c Perda dapat memuat ancaman pxdana kurungan atau pldana denda

P se]am sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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d. Perda dapat memuat ancaman sanksi yang ber51fat mengembahkan
pada keadaan semula dan sanksi administratif,

e. Sanksi administratif be;upa :

1) teguran lisan;

2)teguran tertulls, :

-3) penghentian sementara keglatan
v4)peng}}ent1an tetap kegiatan; =

'5) penéabutan seméntﬁra izin;

'6) pencabutan tetap izing
7) denda admlmstratlf dan/atau B
8) sanksi administratif lam sesuai dengan ketentuan peraturan

pcrundang-undangan

j B Peraturan Perundang-Undahgan'-Terkait dengan Substalisi Pengatﬁrah
: tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Ralq'at o
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
~ Sebagaimana Telah Dmbah Dengan Undang—Undang Nomor 10
Tahun 1998. - '
Menurut undang-undang ini yang d1maksud perbankan adalah
| segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Bank sebagal badan usaha mempunyat kegxatan menghlmpun
 dana dari masyarakat dalam’ bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredlt dan ataubentuk-bentuk lainnya
~ dalam rangka meningkatkan taraf hldup rakyat banyak Khusus untuk
" Bank Perkreditan Rakyat keg,xatannya udakmembenkan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. - '
Usaha Bank Perkreditan Rakyat melxputl ) |
. a Menghlmpun dana dari masyarakat dalmn'bchtuk simpaxian berupa
| deposito  berjangka, tabungan, dan/atau bentuk laihnya yang

‘dipersamakan dengan itu;
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. Memberikan kredit;
) .Ményédiakanvpembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip AR

" Syariah,sesuai dengan ketentuan yang dltetapkan oleh Bank

Indonesia.

Menempatkan dananya dalam bentuk Scmﬁkat Bank Indonesm

:(SBI), deposﬂober_mngka, sertifikat deposxto dan/atau tabungan pada

- bank lam

Bank perkredltan rakyat dllaran g untuk

a.
b
c.
d

€.

Menerima sunpanz_m berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran;

. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

Melakukan penyertaan modal;

. Melakukan usaha perasuransian;

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

Bentuk hukum dari Bank Perkredltan Rakyat berupa

a, Perusahaan Daerah

b. Koperasn,

c. Perseroan Terbatas

" d. Bentuk lain yang dltetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
~ Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dlmlllkl oleh warga

negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya

warga negara Indonesw pcmermtah daerah, atau dapat dimiliki bersama

diantara kcuganya '
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: o BABIV - 3
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

J irnly Asshiddigie'’ menyatakan bahwa suatu noﬁha diariggap sah isebagai
honna hukuin (legal norm) yang mengikat untﬁk umum apabila norma hukum itu
| , bef]aku karena dibeﬂakuka;i atau karena dianggap' berlaku oleh pa.ré subjék
hukum yang'diikatnya. Kebérlakuah”iniida!am Bahasa Inggris disebut “validify”,
H:dalam Bahasa Jerman “geltung” atau dalam Bahasa Belanda disebut ‘;ge]ding” -
‘Keabsahan berlaklunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan
'perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan
‘b_eraneka cara pandang. Secara ‘'umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat)
zkemilngkinén faktor yang menyébabkan norma hukum dalam undang-undang atau
peraturan perundang-undangan dlkatakan “berlaku.  Lebih Ilanjut, Jimly.
?ASShlddele menyatakan bahwa nonna-norma hukum dimaksud dapat dxanggap
berlaku karena pertlmbangan yang bersifat le‘ldlS pertimbangan sosiologis,
%pemmbangan polms ataupun dlanggap berlaku karena pertlmbangan yang"
;semata-mata bersifat admmsxtratlf
Bertolak dari konsep tersebuf maka urgcnéi penyusunan 'Rancangan
tPe'raturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahah Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaanl

- ?Daerah Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat didasarkan pada 3 -

(tnga) landasan, yaltu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosxologxs.

A Landasan Fllosoﬁs . v _
' Landasan filosofis merupakan suatu Iandasan yang dldasarkan atas -

” n11a1-mla1 yang hldup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa Jimly
* Asshiddigie" menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut
'.",’masya‘rakat bangsa yaﬁg bersangkutan”. Dan, cita-cita "ﬁlosoﬂs_ terscbut

-haruslah terkandung dalam sua-tvu undan_g-ﬁndang. Dengan demikian, ada

Y jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 240.

" Bybid, hal, 240-241.

lbid,, hal. 171.
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| " kesesuain antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang

f , terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negaré_ Kesatuan‘Republik o

Indonesia yang memiliki cita-cita ﬁlosbﬁs Pancasila maka peraturan yang

- akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita

ﬁlosoﬁs tersebut

~Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan- Peraturan

" Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah -

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten‘Karanganyartelah sejalan dengan nilai-

“nilai Pancasila khususnya sila  kedua PancaSila yang berprinsip pada -

_ “Keadllan Sosial Bagl Seluruh Rakyat Indoncs:

Konsekuensi mlan-mlal keadllan sosial bag1 seluruh rakyat mdone51a |

q . yang harus terwu1ud dalam h:dup bersama adalah mellputl

: 1 Keadilan Distributif, yaitu suatu huhungan keadilan antara negara terhadap

warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhl keadilan -
' dalam bentuk keadilan membagl dalam bentuk kesejahteraan bantuan,
subsidi serta kesempatan dalam hxdup bersama yang dldasarkan atas hak

dan kewajlban

2 Keadilan Legal (keadllan berta at) yaltu suatu hubungan keadilan antara - -

warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah
yang wajib memenuhi keadllan dalam bentuk mentaatl peraturan |

- perundang-undangan yang bcrlaku dalam negara,

3.Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang

satu dengan warga Ia:nnya secara timbal- bahk

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan

- Undang Undang Dasar 1945 sebagaisumber dan landasan hukum nasional,
‘menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercermindalam

Sila-sila Pancasila khususnya Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia. Untuk itu bangsa, Indonesiabertekad memenuhi keadilan dalam -

 bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta

kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
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" Negara adalah organisasi kekuasaan, memiliki tugas dan tanggung

jaWab untuk melindungi setiap warganya, yang secara konstitusional

termaktub vdalain Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni B
o “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tump&h darah -

 Indonesia......” (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945).

Selain itu berdasarkan Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 bahwa “Bumi dan

o ;v'azr dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dzkuasa: oleh negara

_dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (3) Pasal
33 UUD 1945 yakm “Perekonomzan nasional dzselenggarakan berdasar atas -
'jdemokrasz ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan,
:  berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandzrzan, serta dengan menjaga
: ke&eimbangan kemajuan dan kesaiuan ekonomi nasional.” |
| - Untuk memenuh: tanggung jawab negara dan atau daerah kepada
| warganya/masyarakat maka pemermtah daerah memerlukan strategl untuk
| mengelola perusahaan daerah agar peruntukanya sesuai dengan tujuan Negara -

yaitu memajukan kesejahteraan umum.

'B. Landasan Sosiologis
| Hukum secara éosiol_dg’is adalah penting, dan merupakan suatu
| lembaga kemasyarakatan (social fn’stitution) yang rrierupakan himpunan nilai- |
‘nilai, kaidah-kaidah, dan vpola:po'la pcrikelakuéh yang berkisar padé =

' kebutuhan-keb'utuh’an» pokok - manusia. Landasan sosiologis adalah

pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-

. undang benar-benar dxdasarkan atas kenyataan yang hldup dalam kesadaran -
hukum masyarakat Menurut Junly Asslnddlqlc, norma hukum yangb 1
dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan reahtas kesadaran
" hukum masyarakat g | _

B Setiap norma hukum yang dxtuangkan dalam undang-undang haruslah
méncermmkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum

yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu

f 2 simly Asshidigie, Op. Cit., hal. 171.
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3'_:' dé\lam kbnSideran harus  dirumuskan = dengan balk pemmbangan- -
_ pertimbangan yang bersxfat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang :
‘_dttuangkan dalam undang-undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan :
L *yang hidup dalam kesadaran masyarakat. ‘ ,
Peraturan perundang-undangan dlkafékan mempunyai landasan atau vv
v V, ~dasar sdsiolpgis (s‘ocibllogische‘ grondslag) apabila ketentuan-ketentuannya -
- sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum "ma'syarakat.’ Landasan =
v -_ atau dasar sosiologis | peraturan bcrundang-undangan' adalah landasan atau
E . dasar yang berkaitan dengan kondlsl atau kenyataan yang hidup dalam»i-*"
- masyarakat,

- Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang

"v"dlhadapx oleh masyarakat, kecgnderungan dan harapan masyarakat; o

~ Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-

- undangan dlharapkan dapat dltenma oleh masyarakat dan mempunyall A

~daya laku secara efektlf _

Sejalan dengan itu, nonha hukum yang akan ditungkan dalam

i ',‘?Rancangan'Peratur'an Daerah Kabupateh Kéranganyartentang Perubahan Atas -

" Peraturan I Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang -
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyaguga
"te!ah memlhkl akar empiris yang kuat. Pertanyaannya mengapa demiklan‘T-
- Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) h‘al, yaltu. berdasarkan kriteria pengakuan
% (recognition theory), kriteria péncrimadn (reception vtheory), dan kriteria
v:faktisitas hukum (kenyataan faktual). | |
. ~ Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (recognition theory). Kriteria ini
" menyangkut sejauh mana subjék hukum yaﬁg diatur memang méngakui
Keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri
terhadap norma hxikum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang
bcrsangkutan tidak merasa terlkat maka secara sosxologls norma hukum yang

. __bersangkutan tidak dapat dxkatakan berlaku bagmya

21lbi(:i.; hal. 243,
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»

Berdasmkan pengakuan sebagaimana tefrnaktub dalam ‘Pembukaan

© Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan ncgaia yaitu

»memajukjan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum

diharapkan mehundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang

' diatur dalam Peraturanperundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek -
: | v’hukum adalah lembaga eksekutif (kcpala daerah beserta Jajarannya) serta}
Iembaga legxslatlf Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten
| Karanganyar telah mengakm keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya
i ,:Auntuk ‘menundukkan diri terhadap  Peraturan  perundang-undangan.
- Logikanya, keberadaan Rahcangan Peraturan Daerah in juga akan diakui dan

 dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di

Kabupaten Karanganyar.

* Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (reception theory). Kiriteria

(ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang
|  bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma
hukum tersebut baginya. Melihat “roh” dari Raperda ini serta muafan materi
| yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat
Kabupaten Karanganyar akan menerima keberlakuan ?eraturan Daerah ini
v "sébagai alas hUkiJm dalam péhye]enggaraan ‘perusahaan daerah bank
= perkredltan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa dikatakan
: . ':"demlkxan hal ini dlbuktlkan dengan data dan Bank Indonesia (2016) bahwa -
' -v~v_.'vakt1v1tas perbankan BPR khususnya di- wilayah Pr0\1n51 Jawa Tengah‘

B bsangatlah tmggl sebagaimana dltunjukkan pada tabel berikut :
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NDIKATOR

WARET
" : Jumlah BPR R X711 I 1.640 B K71 S 164 184 . 1.835
o SumberDana(Rp ‘ R A o N R I I |
| Riwy . CB505,45,569 | | 8623820266 | 87145221160 | 87236009473 | 88373525086 | 88897400030
Tabugan | 0907473336 | 20354174831 | 21707104560 [ 20710614403 | 20367579354 | - 21,643.591.470
| oeposto | 48450631867 | 4900152305 | 49306654209 | aos17B02s25| 50313235976 | - 5075496266
-AnladankPasiva | 1ATIGSIE00 | . 1474ETS0B | 15150622199 | 16000712284 | 15813017544 | 16523066800 |
[ Pwowina | omaeees| | senai|  omeii2|  ssnsozst argmte | essausene]

PenanamanDana(Rp ) o T R AR i ; e
© . i| Ribu} - o 99,873,103,348 | - 100,880,602,286 |  101,873,957,356 101,816,817,426 | - 103,020,693,004 103,905,516,041

-Kiedtygdberkan | 76140310856 | 77108445720 | 78131059965 | - 7eersatesia | - 7etsneman| 79606820732 |

| - avabakakiva | 23732792492 | 23772056557 | 2374289791 | 2214169612 | . 23839888633 |  24.298,695,30
| Jumiah Nasabah . Lo ) A R o . ) e
| Rekening) | - 13@s29%8 | . 13sesotz| - sass7a| o nasasass| 0 wmeaster|  sao2sses

| Tabungan 0305311 [ 10358728 | - 10400483 | 103487 - 104183 10505223

| - epasio o swass| o swews| o stosst| - sossee - s11470 515,045 |

-Debitur © Caozam | aoment| - sooae| amsera| . sowsu| o se0sse|

Total Asset {Rp. Ribu) - | -103,592,489,090 | - 104,631.651,692 | . 105,680,675.733 | ~ 105,860,438,133 | .~ 107,169.206,527 | .108,045,217.7%6

G Kettga berdasarkan krltena faktisltas hukum. Knterla ini menekankanv S

| *:f'pada kenyataan faktual (faktxsxtas hukum) yaltu sejauhmana norma hukum .

| ;‘f:’ltu sendm memang sungguh-sungguh berlaku efektlf dalam kehldupan nyata -
L masyarakat Mesklpun norma hukum secara _}urldlS formal memang berlaku

o dnkm (recogmzed) dan dltenm'l (recezved) oleh masyarakat sebagm sesuatu
.J;’yang, memang - ada (exzst) dan berlaku (vahd) tetap1 dalam kenyataan o
B praktlknya sama sekah tldak efektlf berartx dalam faktanya norma hukum itu
i ';»tldak berlaku.

g » 'Landasan Yurldls

‘ Landasan yurldxs adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan_" .
yundls adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya 1katnya untuk o
umum sebagal suatu dogma yang dlhhat dari pertlmbangan yang bersifat

';__‘:teknls Jur;dls. Secara Jur_;dxs. Suat}u no_rma huk_umvdlkatak‘an bcrlaku apab}ﬂa‘:'
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E norma hukum itu sendm memang: (1) dltetapkan sebagai norma hukum
| berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi sepertxv" '
:j" dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “Stuffenbau Theorie des
- Recht”; (2) 'ditetapkan mengikat atau berlaku karena ménunjukkan hubungan
keharuSan‘antara suatvu‘ kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan -
},'J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur
Ea pembentukém hukum yang bérlaku_ seperti pandangan W, Zeﬁlehbérgen; dan
}_j 4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang
_:untuk itu 22 o | | |
o Hukum secara aktif _' akan méndorong suatu perubahari,
-meskipunterjadinya perubahan itu bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh
- hukum sajatetapi faktor lain yang'”»ik‘ut' berpéran, namun paling tidak hukum
v " memilikikemampuan untuk menjadi landasan, petunjuk arah serta sebagai
~ bingkai.Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang- o
" undangandengan cara dasar olch pemerintah sebagai suatu sarana
‘ 'untukmelakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri
khasNegara modern. Demikian | pula Marc Galenter xhengatakan, bahwa
dalamsistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat
- kearahpenggantian perundang-undangan rakyat yang' lokal sifatnya oleh
v-'perundang'-hndangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-
undangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara uniform dan bersifat
o :-,.:nasxonal serta txdakbermfat lokal dan trad1s1onal v |
| Penggunaan hukum seba;,al sarana perubahan sosial dxmaksudkan_ -
':untukmenggcrak}kan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan =
tuntutanpembangunan, seraya meninggalkan segala scs‘uatu'yang sudah tak
pcflu lagidipertahankan. Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja
'v - mengatakan bahwa,fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana .-
‘pembaharﬁanmasyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya
ketertiban(stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang

;‘ ~ penting. Suatuketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa

Rypid hal. 242.
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e (dwangorde) apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu dlperkenanka.n

- maka jika tindakan 1tud1[akukan yang me]akukan nndakan tersebut akan

' dikenakan sanksi.

_ | ~ Dalam pembuatan peraturan daerah ini akan memperhatikan jenis dan

. hierarki péfaturan‘perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada
aturan yang {umpang tindih, benentangzin dan melanggar asas “Lex S’uperidr
Derogat Legi Inferiori”. Undang-Undang Nomor 12 'fahun 2011 telah
_menyebutkan tata urutan peraturan perundang-udangan secara eksphSlt
:‘ Terkait dengan penyusunan Raperda »tentang Perubahan Atas Peraturan

VDaerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perusahaan

 Daerah Bank Perkreditan Rakyét Kabupaten Karangahyar maka dasar hukum

' .yang dljadlkan pijakan akan djabarkan sebagal berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagalmana_

~ 'Telah Diubah Dengan Undang,-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3472)

o Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

* Nomor 5234); .

3. Un‘dang-Undang.‘ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri}ntahan-vDaerah

(Lembaran Negara Republik . Indonesia .‘Tahun‘ 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55.87)'
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangQ ‘
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tehtang Perubahan Kedua Atas Undang-

~ Undang Nomor 23 Tahun 201>4 tentang Pemerintahan _:Daerah'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
T ambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncsna Nomor 5679; :

" 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1984 tentang Tata Cara

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dacrah di ngkungan’ |

Pemenintah Daerah:
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara

Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
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JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUAN(: LINGKUP

- MATERI MUATAN

" A SasaranYangAkan Dlwujudkan o o

Dalam teorl penyusunan peraturan pcrundang-undangan telah dnkutlb‘ -

- "suatu prm31p bahwa sebuah naskah akademxk harus merumuskan sasaran yang '. SR

akan dtwujudkan dara penetapan sebuah peraturan penmdang-undangan

s - Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akadennkfff"*-;

sasaran yang akan dxwujudkan

Rancangan Peraturan Daerah tcntang Perubahan Atas Peraturan Daerah S - o
";.V:Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tcntang Perusahaan Dacrahf.», ,:
_Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyarakan d1_|abarkan tentang PR

 Sasaran yang. akan dlwujudkan dan Rancangan Peraturan Daerah"“"’v,::{'v'_‘:_[-."’;,fv}

.v:_j:'tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor y T

B ’Tahun 201] Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkrcdltan Rakyat Kabupatcnj_.}v_}' SR D

o ;Karanganyaradalah untuk membenkan pedoman kepada pemermtah daerah"”b’j‘,.‘_' e

~ dalam penyclenggaraan pemermtahan pembangunan dan | Pelayaﬂan"»}.. E

lbperbankan bagl masyarakat Dengan demlklan,‘ melalux pembaharuan

- »lkebt_;akan Pemermtah Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pcrusahaan}- “ E |
= : »v‘vDaerah Bank Perkred:tan Rakyat Kabupaten Karanganyard‘harapkan dapatf‘f e
';‘j;mencapal tUJuan pemenuhan kebutuhan perbankan, baik pada akt1v1tas_ v Lt
slmpanan maupun pcmblayaan dalam rangka rnemngkatkan perekOnOmIan o

- daerah dan menmgkatkan dera)at kcsehatan masyarakat serta sebagal salah o

- -:satu sumber pendapatan asll dacmh .

Arah dan Jangkauan Pcngatur n

Pengaturan Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyatyang dlsusun o TN

o dx Kabupaten Karanganyar perlu dltuangkan dalam ketentuan perundang—. S

e ;_}',undangan khususnya di dalam ploduk hukum dacrah )'ang bcrupa peraturan R

;»}'daer)ah, hal ini dllakukan _dalam ran}g,ka‘membe;nkan kcpast:an hukux}nvdan o



- 'menjam-in» hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan pemngkatan

' derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan

‘berdasarkan prinsip nondxsknmmanf partisipatif, dan berke]anjutan dalam

{vrangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta pemngkatan

o - ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

. RuangLingkup Materi Muatan ‘

| Materi muatan yang akan di atur dalam Rancangan Pcraturan Daerah
‘(Raperda) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
“2 Tahun 2011 tentang. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
_' Kabupaten Karanganyar ini adalah sebanyak 60 pasal yang dapat dljabarkan

scbagal benkut

| :1. Perubahan Pényebutan l’bcrusalllaénbl Daerah menjadi Pérusahaan
Umum Daerah | | |
Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Bank Petkfeditén Rakyat Bank Karanganyar diubah

“sehingga berbunyi menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan-
Rakyat Bank Karanganyar ' '

2 Materi Perubahan Pasai 1
Setelah dilakukan pencermatan secara mendalam terhadap materi muatan
yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlu
dilakukan perubahan'dan penyesuaian mengenai pengeftian dan istilah
yang ditqéngkan vda1a>m ketentuan umum. ‘Penambahan péngertian /
istilah dalam pengaturan peraturan daerah ini, ada beberapa perubahan
dan penyesuaian, baik yang menyangkut aspék perathran perundang-
undangan maupun perkembahgan masyérakat
Adapun beberapa perubahan pcngeman/lstllah dxuraxkan sebagai benkut
a. Daerah adalah Kabupaten Karan ganyar;

b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
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’ Pemermtah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal.v '

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Bupati adalah Bupati Karanganyar,

Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah

f Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syanah :
yang dalam keglatannya tidak membenkan _]asa dalam lalu lmtas :
pembayaran .

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit De“sa

Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya dirubah menjadi

o Perusehaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat  Bank

Karanganyar adalah Bank milik Pemerintah Daerah yang modalnya ,
baik scluruhnya maupun sebagian mcrupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan; ' |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar

yang selanjutnya disebut APBD ada]ah Anggaran Pcndapatan dan_

- Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;

Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan
Rakyat Bank Karanganyar

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar

Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank'
’ Perkredltan Rakyat Bank Karang,anyar,

Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala
gaji pokok pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan
Rakyat Bank Karanganyar,. R '

. Penghasﬂan adalah gaji dxtambah dengan tun_;angan lamnya, oo

Tata Kerja adalah pembaglan tugas dan kewajiban, pengaturan

hubungah_ kerjasama dafi‘masing-masing komponen dan pcnggérisari"'

 saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu- .

organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok;
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. Bank Indonesia yang selanjuthyav'dising‘kat dengan BI adalah Bank
Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Perundang-undangan : N '
. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi
hienyelenggafakan sistem  pengaturan dan 'pengawasan ‘yang
tcrmtegrasx terhadap keseluruhan kegiatan - di dalam sektor jasa
keuangan dan menggantxkan peran Bank Indonesia dalam |
pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen
mdustrl jasa keuangan ' , B
. Kantor Cabang ada]ah Kantor Cabang Perusahaan Umum Daerah -
Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar S :
Kantor Kas adalah adalah Kantor Kas Perusahaan Umum Daerah »
Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
Dana Pensiun adalah snnpanan Direksi dan Pegawzu Perusahaan '
Umum Daerah Bank Perkredxtan Rakyat Bank Karanganyar yang
-~ diberikan pada masa purna tugas. ‘
Tunjangan Hari Tua adalah pendapatan tambahan pegawal di luar
gaji atau upah dan dlbenkan pada masa purna tugas (pensxun) setelah -
mendapat persetu;uan dari RUPS ) ;
. Tahun Takwin adalah tahun sesuai dengan kalender tanggal |
Januari sampai dengan 31 Desember v '
. Cadangan Umum adalah cadangan yang dlbentuk dari penyisihan
laba ditahan atau dari laba bersih setelah dlkurangl pajak, mendapat
persetujuan RUPS / sésuai dengan ketentudn’pendirian / anggaran
dasar setiap Bank. » | - »
. Cadangan Tujuan adélah bégian laba setelah dikurangi pajak yang
disisihkan untuk tL:Juan tertentu dan telah mendapat pcrsetujuan

RUPS / rapat anggaran
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: X. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dlsebut RUPS -

’ vmerupakan keputusan tertinggi dari Pemilik Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar. | |

y. Modal Dasar adalah jumlah modal maksimal dalam pendirian

) Perusahaan Daerah.

z. Modal dlsetor ‘adalah - modal yang dlsetor secara efektlf olehv o

Pemerintah Daerah dalam ran{.,ka memenuhi persyaratan pendirian .

Perusahaan Umum Daerah

R 3 Maten Perubahan PasalZ

Perubahan ketentuan Pasal 2 yang akan dlmuat dalam Rancangan -

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan -’

Daerah Bank Perkreditan'Rakyat"Kabupatén Karanganyar dilakukan
‘ tcrhadap Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), dengan uralan sebagal berikut :
a. Ayat (1)
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
. Karanganyar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
- Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011).. ‘
b. Ayat(2) '
- Perusahaan Umum Daerah Bank Perkrcdltan Rakyat Bank
' Karanganyar adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemermtah
Kabupaten Karanganyar |
c. Ayat(3) -
Logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank -
~ Karanganyar sebagaimana vdvxmaksud dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini.

- 4. Materi Pernbahan Pasa13

Perubahan ketentuan Pasal 3 yang akan dimuat dalam Rancangan
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Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daérah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan
tefhadap Ayat (i) dan Ayat (2), dengan uraian sebagai berikut : |
a. Ayat (1) |
" Perusahaan Umum Daerah Daerah Bank Pcrkredltan Rakyat Bank
Karanganyar scbagalmana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di
Jalan Lawu Timur No. 135 Tegalwinangun, Kelurahan Tegalgede,
H Kécaxhafan Kar-anganya‘r,: Kabupaten Karanganyar |
b. Ayat (2)
- Perusahaan - Umum Dacrah Bank  Perkreditan Rakyat Bank
~ Karanganyar sebagaim‘aﬁd diniaksud pada ayat (1) dapat ﬁiémbuka
Kantor Cabang dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan membuka
. Kantor Kas dalam wilayah daerah sesuai‘ dengan peraturan

~ perundang-undangan yang berlaku,

" 5. Materi Perubahan Pasal 4

Perubahan ketentuan Pasal 4 yang akan dlmuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah .v

- Kabupaten - Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 ‘téntang Perusahaan
Daerah Bank“Perkreditar‘x Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar

'dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan

prinsip kehan-hatxan

6. Materi Pcrubahan PasalS ’
Perubahan ketemuan Pasal § yang akan dimuat dalam Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa
Pehgurus Perusahaan Umixvr‘_rivDaerah'Daerah Bank Pcrkreditén Rakyat '
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: Bank Karanganyar dndmkan dengan maksud dan tuJuan untuk rmembantu oo

wlo mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ‘daerah di segalav L :

._bldang guna memngkatkan taraf hldup rakyat serta sebagal salah satu}

. v sumber pendapatan ash daerah

7 Materl Perubahan Pasal 6

‘_:'Perubahan ketentuan Pasal 6 yang akan dxmuat daIam Rancangan

‘:Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah; ‘ B

v.'Kabupatcn Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan'_ |

{:_ ’Daerah Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaltu bahwa . : B
B Perusahaan Umum Daerah Bank Pcrkredltan Rakyat Bank Karanganyar A

f’merupakan salah satu alat kelengkapan otonoml daerah di bxdang.f;”»n S

,..keuangan / Perbankan yang, bertugas menjalankan USahanya s ebagal'ﬂ"-v L

o _‘Bank Perkredxtan Rakyat sesual dengan ketentuan peraturan perundang_._ . S

o undangan S

8 M"lterl Perubahan Pasal 7

- :Perubahan ketentuan Pasal 7 yang akan dxmuat da]am Rancanganf}v‘v*v’

e Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah-,'v

) Kabupaten Karangany:lr Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan vvf ; '
B Daerah Bank Perkredltaﬂ Rakyat Kabupatcn Karanganyar yaltu bahwa;“ .

_Untuk mencapai tujuan yang dlatur dalam peraturan daerah Perusahaan"- : _}:'

Umurn Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar T

: _}menyelenggarakan usaha-usaha sebagal berikut :

B ’:a._a,_‘Menghlmpun dana darl masyarakat dalam bcntuk tabungan dan_”’

SR _deposno

- b Memberlkan kredlt dan melakukan pembmaan khususnya terhadap‘,} B

o busaha mlkro, kecil dan mencngah (UMKM)

c “Melakukan kerjasama antara perusahaan ‘umum daerah bank R

i }pcrkredxtan rakyat bank karanganyar dan / atau dengan lembaga o

perbankan atau kcuangan lamya - "
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o ’}Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah |
i Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tenta.ng Perusahaan Daerah S o :' |

d Menjalankan usaha-usaha perbankan lamnya sepanjang tldak"‘ L

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku s R

. Maten Perubahan Pasal 8

iPerubahan ketentuan Pasal 8 yang akan dlmuat dalam Rancanganv - o

Bank Perkredxtan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaltu

‘a. Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat

 Bank Karanganyar dltetapkan sebesar Rp 40.000.000. 000, 00 (empat ,‘

B ) puluh m:lyar rupnah)

= b, Perubahan Moda] Dasar dlatur Ieblh lanjut dengan Peraturan Daerah

|  . Materl Perubahan Pasal9 FEA , EERTR
N ‘Perubahan ketentuan Pasal 9 yang akan dlmuat dalam Rancanganf{}‘
, :,tf:Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah :
. | Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tcntang Perusahaan Daerah ; . L
- ‘Bank Perkredxtan Rakyat Kabupaten Karanganyar dllakukan pada Ayat (1)';3‘."’, ‘
- V."sebagal benkut IR S
o Aya() | EE e e o
: Modal stetor Pcrusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank“' |

o _ Karanganyar pada saat dltetapkallnya Peraturan Daerah ini sebcsar Rp. .

1.

| Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah B

o »:14 750 000 000 00 (empat belae mllyal tuyuh ratus llma pu[uh Juta rupxah) :-:i: i; .

‘}Materl Perubahan Pasal 10

. ‘Perubahan ketentuan Pasa] 10 yang akan dxmuat dalam Rancangan: :" B

. Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang PeruSahaan Daera b o
| o Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaxtu ‘bahwa Modal B

: .‘  Per erusahaan Umum Daerah Bank Perkrcdltan Rakyat Bank Karangan)’arv._;i B )
P mcrupakan kckayaan daerah yang dlplsahkan : : | A



12.

13.

Matern Perubahan Pasal 11 v
Perubahan ketentuan Pasal 11 yang akan dlmuat dalam Rancangan ‘

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

B Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah .

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah sebaga1 berikut :
a. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
, Karanganyar berbentuk perusahaan daerah ~yang dimiliki - oleh-
: Pemerintah Daerah. |
b. Organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Karanganyar terdiri dan ' :
1) Bupati; ‘
|  2) Dewan Pengéwas; |
3) Direksi A _
c. Silsunan organisasi dan téta kerja Perusahaan Umum Daerah Batik_
Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dltetapkan dengan Keputusan r

Direksi dengan pcrsetu_luan Dewan Pengawas.

Materi Perubaha'n Pasal 13

Perubahan ketentuan Pasal 13 yang akan dlmuat dalam Rancangan

'Peraturan Daerah (Raperda) ‘tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah-
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (1)- , b.
dan (3) sebaga1 berikut : |
Ayat (1)

~ Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegzihg saham Perusahaan

Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Bank »Karvanganyar bertindak |

v selaku RUPS. ,

Ayat (3)

Pihak yang menerima Kuasa dengan hak substitusi harus mendapat

~ persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :

a. perubahan anggaran dasar;
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14,

15.

&

a oo

v pérubahah jumlah modal;
pengalihan aset tetap;

penggunaan laba;

&

investasi dan pembiayaan jangka panjang; .
kerjasama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

™

Karanganyar; ‘ »

g. pengesahan rencana kerjé dan anggaran tahunan; dan

h. pénggabungan- peleburan, pengambilalihan' dan pembubaran
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredxtan Rakyat Bank

" Karanganyar.

Mate‘ri Perubahan Pasal 14

Perubahan ketentuan Pasal 14 yang akan dimuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

~ Kabupaten K»aranganyar Nomorv 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah -
* Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyaryaitu bahwa Dewan

Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum,

melaksanakan pengawasan, ‘pengendalian dan pembinaan terhadap

" Perusahaan Umum Daerah' Bank Perkreditan Ra‘kyat' Bank Karanganyar.

Matéri Perubahan Pasal 15 v
Perubahan ketentuan Pasal‘ 15 yang akan dimuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

‘ Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah
 Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardxlakukan tehadap Ayat

(2) dan Ayat (5)sebaga1 benkut
Ayat (2) o

Pengawasan merupakan pengawaéah kédalam tanpa mengurangi -

kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Perusahaan -

‘Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
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' .;__vAyat (5)

- Pernbmaan dllakukan dalam bentuk memngkatkan dan menjaga R .
kelangsungan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank A

ERRY Karanganyar

.. Materl Perubahan Pasal 16

EE Perubahan ketentuan Pasal 16 yang akan dxmuat dalam Rancangan’ o

Peraturan Daerah (Rapcrda) tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah

I Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah:i" R o

» Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar berkaltan dengan fungsl SR

- Bdewan pengawas sebagal benkut

Cas Penyusunan tata cara pen;,awasan dan pengelolaan Perusahaan Umum

" Dacrah Bank Perkredxtan Rak}'at Bank Karangan)’ar» o

b 'Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan Perusahaan Umum:l".i,

- 'Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar :

o N c. '-Penetapan kebuaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan Umumv BT

L ‘Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar, dan ', o

| . Pembmaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank |

o vPerkredltan Rakyat Bank Karanganyar -

.b Maten Perubahan Pasal 17

L vPerubahan ketentuan Pasal 17 yang akan dzmuat dalam Rancangan"'i._v

| "_;'_Peraturan Daerah (Raperda, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahf:{-;iv

o ;Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah -

vBank Perkredntan Rakyat Kabupaten Karanganyarberkaxtan dengan :

i lfwewenang Dewan Pengawas sebaga1 berlkut

a Menyampaxkan rencana kerja tahunan dan anggaran Pemsahaan".;;»}’ DR

' Umurn Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar kepadavj-‘f:” R

’ Bupan selaku RUPS untuk mendapatkan pengesahan

b Menehtl neraca dan Iaporan laba rug1 yang dlsampaxkan dlrek51 untuk . ‘, : TR S

mendapat pengesahan Bupat1 selaku RUPS

i



18

c. Mcmbenkan pertlmbangan dan saran, dxmmta atau ndak dlmmta'
kepada Bupati selaku RUPS untuk perbaikan dan pengembangan
‘Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat  Bank -
Karanganyar; | | | | :

d. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan pengawasan dan péngeloléan Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;

e. Mengusulkan pemberhenﬂan sementara anggota Dlteksn kepada'
Bupati atau melalui RUPS dan v .

f. Menunjuk seorang atau - beberapa ahh untuk melaksanakan tugas’

 tertentu,

Matcn Pcrubahan Pasal 24

Perubahan ketentuan Pasal 24 yang akan dlmuat dalam Rancangan‘

Peraturan Daerah (Raperda) - tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai benkut
Ayat (1)

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dxbentuk:
sekretariat Dewan Pengawas atas bxaya Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang beranggotakan paling banyak
2 (dua) orang. '

Ayat(2) | . v

Anggota sekretanat Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari pegawa1
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar. |
Ayat (3) | o | |

- Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas atas pertimbangan efisiensi

pembiayaah Perusahaan Umum Daerah Bank ‘Perkredi‘tan Rakyat Bank

Karanganyaf.
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19. _
Perubahan ketentuan Pasal 26 yang: akan dimuat dalam Rancangan

Materi Perubahan Pasal 26 -

Peraturan Daerah (Raperda) tchtang Perubahan Atas Peraturan Daerah

) Kabupaten Karanganyar Noinor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah

- Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan tehadap Ayat

~ (2)dan Ayat ) sebagal berikut :

Ayat (2)

- Anggota Dewan Pengawas dlutamakan benempat tinggal di wilayah kerja

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar

Ayat (3)

. Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas

20.

21.

- Jasa Keuangan (OJK) sebelum'diangkat dan menduduki jabatannya.

Materi Perubahan Pzisal 27
Perubahan kc‘tentuan} Pasal '27 yang akan dimuat dalam Rancangan

~ Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (1)

berkaitan dengan persyaratan mtegntas yang mehputn

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

" b. Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan,

¢. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
perusahaan umum daerah bank perkredltan rakyat bank karanganyar

~ yang sehat; dan
d. Txdak termasuk dalam daftar tldak lulus (DTL)

Maten Perubahan Pasal 28

" Perubahan ketentuan Pasal 28 yang akan dlmuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan. Daerah

~ Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah

- Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (2)
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vbavlhwa Dewan: Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi o

langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Umum Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar atau Badan_Hukum / Perorangan

- yang diberi kredit oleh Pgrusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan _

~ Rakyat Bank Karanganyar.

2

. Materi Perubahan Pasal 32 '

Perubahan ketentuan l’ashl. 32 yang akan dimuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Dae»rah’

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada Ayat (2)

sebagai berikut

C Ayat(2)

’ . Anggota Dewan Pengawas dapat dlberhemxkan oleh Bupau selaku RUPS

E karena

a. Permintaan sendiri;

~ b. Alih tugas / Jabatan/reorgamsam, :

23. | |
- Perubahan ketentuan Pasal 36 yang akan dlmuat dalam ‘Rancangan - |

c. Melakukan tindakan yang meruglkan perusahaan umum daerah bank
perkredltan rakyat bank karanganyar,
d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertcntangan dengan

kepentmgan daerah atau negara

- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan

f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan pengawas sesuai |

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi PerubahanPasal 36

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan' Atas Peraturan Daerahf;.}i
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah o

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dllakukan tehadap Ayat :

: (1), (2) yang dapat dluralkan sebagal benkut
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A

. ‘Bank Perkredntan Rakyat Bank Karanganyar

D1rek51 mempunyal tugas menyusun perencanaan melakukan koordmasx B -

: ‘:dan pengawasan seluruh kegtatan operaswnal Perusahaan Umum Daerah }

*

A

Dlrek51 dapat mengadakan kerjasama dengan plhak lam dalam upayaj:‘
o fpengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank : .

s Karanganyar

Materl PerubahanPasal 37

* Perubahan ketentuan Pasal 37 yang akan dxmuat dalam Rancangan' -

"Z;Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah o

L .' ] Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah : 2

o :‘Bank Perkredxtan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaxtu berkaltan dengan L

fung51 dlreks1 yang mehputl

L a Pelaksanaan manajemen Perusahaau Umum Daerah Bank Perkredltan.jv;“”f

- '_B'Rak)’at Bank Karanganyal berdasarkan kebxjaksanaan umum yangr

dttetapkan oleh Dewan Pen;_.,awas

b, ':v.Penetapan kebuaksanaan untuk melaksanakan pengurusan ‘dan

pengelolaan Bank Karanganyar berdasarkan kebljaksanaan umum:?"f.

o yang dltetapkan olch Dewan Pengawas,v R

C’.b.."Penyusunan dan penyampman Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran_"g"'; SR

" Perusahaan Umum Daerah Bank - Perkredltan ‘Rakyat Bank "

| ""v’zinarangaHYar kepada Bupati selaku RUPS melalu1 Dewan Pengawas TR

| "’YBYang mehputl kebljaksanaan d1 bldang orgamsasx perencanaan L S

: perkredltan keuangan kepegawaxan, umum dan pengawasan untuk'“

mendapatkan pengesahan SRR

d. Penyusunan dan penyampalan laporan perhltungan hasﬂ usaha dan
kegiatan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank,__ I

Karanganyar setlap 3 (tl;,a) bulan sekah kepada Bupatl selaku RUPSf:' :

':v"‘melalul Dewan Pengawas, dan S o
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Penyusunan dan penyampa1an laporan tahunan yang terdm atas

Neraca dan Laporan Laba Rugl kepada Bupatl selaku RUPS melalux. ‘_ ERR

- Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan o

25 Materl PerubahanPasal 38

| Perubahan ketentuan Pasal 38 yang akan dxmuat dalam Rancangan' ST

vVvPeraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

o hukum tertentu mewaklll Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan L

; Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah ' .

- " Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaltu berkaltan denga.n_’ o
»:.}' }_wewenang dlreksx yang mehpun s 3 ‘ | |
f_Mengurus kekayaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Co
Rakyat Bank Karanganyar Sl co " SRR
3 Mengangkat dan memberhentlkan pegawm Perusahaan Umum Dacrahlj |
. .Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar berdasarkan Peraturan -
chegawalan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat': f o
_:vBank Karanganyar yang bersangkutan o N N
. "‘ Menetapkan susunan orgamsaSI dan tata kerja Perusahaan Umum .o
:‘Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar dengan L
persetujuan Dewan Pengawas o : R
. :Mewaklll Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank | - o
' "Karanganyar di dalam dan d1 Iuar pengadxlan o

Menunjuk seseoranl, kuasa atau leblh untuk melakukan perbuatan_*vv':’ L

a Rakyat Bank Kamm,anyar apabxla dxpandang perlu

vMembuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan ) - o
’ Bupau selaku RUPS atas pertlmbangan Dewan Pengawas dan'_' L
berdasalkan peraturan perundang-undangan

’“ Membeh menjual atau dengan cara " lain mendapatkan ata B

o melepaskan hak atas aset mllxk Perusahaan Umum Daerah Bank |

-' Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar berdasarkan persetujuan"_.”v o

o Bupatl _selaku RUPS atas pertlmbangan }Dew_an‘ Pengawas, dan -



. SRR
s _'Perubahan ketentuan Pasal 40 yang, akan dlmuat dalam Rancangan_g:'v-”"-

~dan pengendallan atas Umt Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank -

R

_ h Menetapkan blaya perjalanan dmas Dewan Pengawas dan Dlre:ksl | s

 serta pegawm Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredxtan Rakyatvf-;.ﬁ .

Bank Karanganyar

Materl PerubahanPasal 40

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Pcraturan Daerah :
‘ Kabupaten Karanganyar Nomor 2 T ahun 2011 tentang Perusahaan Daerah“‘ " L
o Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dllakukan terhadap ayat B

(2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) sebagal benkut .
oA ST
Duektur Utama mempunya1 tugas menyelenggarakan perencanaan ‘dan

koordmasn da.lam melaksanakan tugas D1reks1 serta rnelakukan pembmaan .

Perkred:tan Rakyat Bank Karanganyar S :

CAm® e PR
Direktur mempunyan tugas pembmaan dan pengendahan atas Umt Kerja" o ”
v 'j:Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar o -
Ayt T R L
. v','Apablla semua anggota Dxreksx terpaksa tldak berada di tempat / I -
:"berhalangan lebih dan 6 (enam) han keqa, Dxreks: menunjuk 1 (satu)“vj:f_ _
""‘orang Pejabat Struktural Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan : e
Rakyat Bank Karanganyar sebaga1 pelaksana tugas Dxrek51 U
L Am© L e
. Penunjukan Pejabat Struktural Perusahaan Umum Daerah Bank »’ = _} SN

N '-Perk.redltan Rakyat Bank dltetapkan dalam Keputusan Dlrek51 dan N

B dxkctahul oleh Dewan Pengawas

Maten Perubahan Pasal 41 ,' '

B Perubahan ketentuan Pasal 41 yang akan dxmuat dalam Rancangan

V:Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahv'___.: C



28.

R Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah - o

 Kabupaten Karénganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah -
' Bank Pcrkreditah Rakyat Kabupaten Karanganyaryaitu bahwa :
a. Anggota Direksi diutamakan dari PUD BPR Bank Karanganyar.

b. Anggota' Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PUD
BPR Bank Karanganyar y_ang ‘bersangku‘tan.

Materi Perubahan Pasal 42
Perubahan ketentuan Pasal 42 yang akan dimuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

‘Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (3)

bahwa anggota direksi tidak boleh mempunyal kepentingan pr1bad1 secara

langsung atau txdak langsung, pada PUD BPR Bank Karanganyar atau

Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PUD BPR Bank

- Karan ganyar.

20,

Materi Perubahan Pasal 43

- Ketentuan Pasal 43 dalam Rancangan Peraturan Dacrah (Raperda) tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2

~Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredi_tan Rakyat :

Kabupaten Karanganyar ditambahkan 2 (dua) éyat yaitu :
Ayat (4) - |
Usia paling tmggx 56 (lima puluh enam) tahun.

S Avat(s) o | - |
 Dikecualikan dan ketentuan ayat (4) Bupan dapat mengangkat kembali

- ~ anggota Dueksx atas usulan D_ewan Pengawas untuk 1 (satu) kali masa

jabatan, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

" a. Menunjukkan penmgkatan kesehatan PUD. BPR Bank Karanganya: L

minimal 2 (dua) tahun terakhir;
b. Mampu meningkatkan laba perusahaan mlmmmal 2 (dua) tahun
terakhir; | .
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~C. Mendapat rekomenda31 atau persetujuan dari OJK;

~d. Laporan pertanggung]awaban Direksi dinilai baik dan dxtenma tanpa
: syarat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

30 Materi Perubahan Pasal 47

Perubahan ketentuan Pasal 47 yang akan dlmuat dalam Rancangan
| Peraturan Dacrah (Rapcrda) temang Perubahan Atas Peraturan Daerah

~ Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat {1

dan ayat (5) sebagai berlkut :

Ayat (1)

Apablla safnpat berakhlmya masa Jabatan anggota Dueksn  pengangkatan

‘ ‘anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesalan, Bupati selaku

- RUPS dapat menunjuk / mengangkat Anggota Direksi yang lamé'atau

o iseorang Pejabat Struktural PUD BPR Bank Karanganyar sebaga1 pejabat

“sementara.

L Ayat(§)

Pejabat sementara dlberlkan pem,hasnlan sesuai kemampuan PUD BPR

- Bank Karanganyar, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

3. |
Perubahan ketentuan Pasal 48 yang akan dimuat dalam Rancangan "

Materi Perubahan Pasal 48

‘Peraturan Daerah (Raperda) tentang ‘Perubahan Atas Peraturan Daerah

: V'Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 201 1 tentang, Perusahaan Daerah

* Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat (2)

dan ayat (3) sebagai berikut :

CAyat(2)

Anggota Direksi mendapat fasivl’itas :

“a. Perawatan / tunjangan keschatan yang layak térmasuk istri / suami dan

anak sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Bank
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Ll

Dneksx, .

S rumah sesual dengan kemampudn Perusahaan Umum Daerah Bank

B | Perkred‘tan Rakyat Bank Karang,anyar

L Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar, e
- 'A";;sebulan dan

o "yang penggunaannya dlatur oleh Dxreksr secara cﬂsnen dan efektlf-
© o untuk pengembangan Bank ' ' '
: [:Ayat 3) S

| Pcrusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat Bank Karanganyar

. -Maten Perubahan Pasal 51

- Perkredxtan Rakyat Bank Karangan)’ar dan ketentuan yang dntetapkan L o

b, Rumah dmas lengkap dengan perabotan standar atau Penggantl Sewa" L

S : »Kendaraan dmas sesua1 dengan kemampuan Perusahaan Umumv”

© A Dana penunjang operasional dapat diberikan setiap bulan kepada

' Dlrektur Utama yang besamya pallng banyak I (satu) X penghasﬂan : B ' ) :

e Dana representa31 yang besamya pa!mg banyak 75% (tujuh puluh hma B

?.":..v‘per seratus) darl Jumlah gajx pokok Dll'ekSl 1 (satu) tahun sebclumnya }' L

a '_',""Anggota Dlrek51 memperoleh Jasa produk51 sesual dengan kemmnpuan_:.’”'

s »Pcrubahan ketentuan Pasal 5 1 yang akan dxmuat dalam Rancangan

'ﬁ",':Peraturan Daerah (Rapcrda) lentanf, Perubahan Atas Peraturan Daerah S

o yang berkaltan tentanganggota d1rek51 dapat dlberhentlkan oIeh bupa’n
e Selaku RUPS karena : R o
- a., Permmtaan sendm

b Reorgamsasn

g :'perkredltan rakyat bank karanf;,&flyar N

. kepentmgan daerah atau “egara S

- -::Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah | - -
Bank Perkredltan Rakya! Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat (2) .

v c. Melakukan tmdakan yang, merug:kan perusahaan umum daerah bank-_f'"}"»*:f

o ; d Melakukan tmdakan atau ber31kap yang bertentangan dcngan PR



e Tldak melaksanakan tug,asnya secara wa}ar dan S

peraturan perundang,-undang,an } PR

33 Materl Perubahan Panl 52

f Tldak memenuh1 syarat sebag,al anggota dlrek31 sesuai ketentuan‘ o

. Perubahan ketcntuan Pasal 52 yang akan dxmuat dalam Ranc:angaln L

o Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah:if" DA
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah o ' -
-Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat ( 1) A

B bahwa Anggota D1reksn yang dlduga melakukan tmdakan yang meruglkan o

) : ‘perusahaan umum daerah bank perkredltan rakyat ‘bank karanganyar

. melakukan tmdakan atau ber51kap yang bertentangan dengan kepentmgani o

 daerah atau negara, dan ndak melaksanakan tugasnya secara ‘wajar,

dlberhentlkan sementara oleh Bupan selaku- RUPS atas usul Dewan.‘f-v- o

o Pengawas untuk PUD BPR Bank Karanganyar yang modalnya terdmi o E

AN atas saham-saham berdasarkan usul RUPS

Perubahan ketentuan Pasal 55 yang akan dlmuat dalam Ranca.ngan .

o Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah - B S

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Perusahaan Dacrah IR f’

iy - Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat (1) S

| :bahwa Pengangkatan pegawal PUD BPR Bank Karanganyar harus o g

| ) o memenuh1 persyaratan sebagal berlkut IR

Warga negara Indone51a, B

) Berke]akuan balk dan belurn pernah dlhukum

'si.pr

. Mempunyal pendldlkan, kecakapan dan keahhan yang dlperlukan, o

. o

vayatakan sehat oleh dokter yang dltun_]uk oleh D1reks1 R

.

v Usm pallng tmgg,l 35 (tlga pquh hma) tahun dan '

.

Lulus upan scleksn L




535

Maten Perubahan Pasal 57

~ Perubahan ketentuan Pasal 57 yang akan dlmuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah

* Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1)

bahwa mantan pegawai PUD BPR Bank Karanganyar yang mempunyai

| keahhan yang sangat dnperlukan dapat dlangkat menjadi pegawai kontrak

" untuk jangka ‘waktu 1 (satu) tahun selanjutnya dapat dlperpanjang -

kembali paling lama 1 (satu) tahun.

Materi Pcrubahan Pasal 65 _
Perubahan ketentuan Pasal 65 yang akan dxmuat dalam Rancangan |

- Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

' Kabuﬁaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlisahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Kab‘upaten Karanganyardilakukan pada ayat (2)

bahwa penyesuaian pangkat diberikan apabila :

“a. Keahlian yang ‘bersangkutan . diperlukan dan disesuaikan dengan

kebutuhan PUD BPR Bank Karanganyar; dan

- b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil

37.

penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Materi Perubahan Pasal 69

Perubahan ketentuan Pasal 69 yang akan dimuat - dalam Rancangan -

Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat (3) v

bahwa pembenan hak pegawai disesuaikan dengan kemampuan dan skala
usaha PUD BPR Bank Karanganyar.

S0



L

o

. 38,

 :-39.

L Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah =

Maten Perubahan Pasal 70 ‘
Perubahan ketentuan Pasal 70 yang akan dlmuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) »t}f‘:ntang Perubahan Atas Peraturan Daerah |
Kabubaten Karangahyar Nomor 2 Tahunv'201 1 tentang Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardilakukan pada ayat (1)
bahwvﬁa: penyusunan skala gaji Pegawai PUD BPR‘Bank Karanganyar dapat . -
mengacu pada' prinsip-prinSip skala gaji Pegawai Negeri Sipil -yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan kcmampuaﬁ PUD BPR Bank

Karanganyar.

Materi Perubahan Pasal 71

Perubahan ketentuan Pasa]' 71 yang akan dimuat dalam Rahcangan D

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat 4y
dan (2) sebagai benkut

Ayat (1) "

Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti

bersalin, cuti sakit dan cuti kmem alasan penting atau cuti menunaikan

~ ibadah haji serta cuti di luar tan;:gung‘m PUD BPR Bank Karanganyar

40.

Ayat (2)

Pck,awal yang melaksanakan cuu scbag,almana dlmaksud pada ayat 1

tetap diberikan pen;,hasllan penuh kecuah cuti di luar tangungan PUD

BPR Bank Karanganyar.

Materi Perubahan Pasal 72 _
Perubahan ketentuan Pasal 72 yang akan dimuat dalam Rancangan
Peraiuran Daerah (Raperda) ‘tentang Pérubahan Até;é Peraturah Daerah
Kabupaten Karanganyar Nom_br 2 Tahun 2011_ tentang Perusahaan Daerah
Bank ‘Pérkreditan Rakyat Kabi_ipaten Karanganyar yaitu :
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42.

43.

Ayat (1) A
Pegawal berhak atas Jamman hari tua yang dananya dihimpun dari usaha

PUD BPR Bank Karanganyar atau juran pegawai PUD BPR- Bank '

Karanyanyar yang dltetapkan den;,an Keputusan Dlrekm

Materi Perubahan Pasal 75 o

Perubahan ketentuan Pasal 75 yang akan dimuat dalam Ra.ncangan

vPeraturan Daerah (Raperda) tentam, Perubahan Atas Peraturan Daerah -

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Perusahaan Daerah"
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa Setlap
akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai -
dengan ketentuan di PUD BPR Bank Karanganyar. . -

Materi I;ei;ubahan Pasal79 = .

Perubahan ketentuan Pasal 79 yang akan dimuat dalam Rancangan‘
Peraturan Daerah (Rape,rcila-)v tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupatcn‘Karangany__ér‘ Nomfo_r’ 2 Tahun 2011 téntang Perusahaan Daerah
Bank Pcrkreditan Rakyaf‘Kabﬁpzmen’ Karanganyaf yaitu bahwa Dewan
Pengawas, Direksi, dan pega;vai PUD BPR Bank Karanganyar membayar |
pajak penghasilan atas beban PUD BPR Bank Karanganyar. |

Maten Perubahan Pasal 81

Perubahan ketentuan Pasal 81 yang akan dimuat dalam Rancanganb
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomc)r 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dxlakukan pada ayat (1)

~dan (2) sebag,al berikut :

Ayat (1) |
Direksi memberikan jasa pengabdian / penghargaan kepada pegawai yang
mempunyai masa kerja pada PUD BPR Bank Karanganyar secara terus

menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belés) tahun, 20 (dua puluh)
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tahun, 25 (dua 'pulixh lima) tahun yz‘m'g‘ besarnya disesuaikan dengan
kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar
Ayat(2)

~ Direksi membenkan tanda j Jasa kepada pegawai yang telah menun;ukkan

Y

) prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PUD BPR Bank .

Karanganyar

Materi Perubahan Pasal 82

Perubahan ketentuan Pasal 82 yang akan dimuat dalam Rancangan

. Peraturan Daerah (therda)' tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

45.

| Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 .tevntang Perusahaan Daerzh
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan terhadap
“huruf b dan huruf d berkaitan dengan kewajiban pegawai, séﬁagai berikut:
" Hurufb ) .
‘Mendahulukan kepentmg,an I’UD BPR Bank Karanganyar dxatas o

kepentingan lamnya
Huruf‘ d -
Memegang tcguh rahasm PUD BPR Bank Karanganyar dan rahasm

- Jabatan

Materi Perubahan Pasal 83

“Perubahan ketentuan Pasal 83 yang akan dlmuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

H : Kabupaten Karanganyar NOmor 2 Tahuh 2011 tentang Perusahaan Daerah

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar “berkaitan dengan

' larangan pegawal yang meliputi :

a. Melakukan kegxatan-keglataﬁ yang meruglkan PUD BPR Bank

Karanganyar atau Negara

| b Menggunakan kedudukannya untuk memberlkan keuntungan untuk

diri sendiri secara laugsung, atau t:dak langsung yang meruglkan PUD

BPR Bank Karan;,anyar, ':.‘{ -
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3 'Karanganyar

e Melakukan hai-hal yang mencemarkan nama balk PUD BPR Bank

o d Membenkan keterangan tertuhs atau hsan mengenal . ahasxa PUD

" BPR Bank Karanganyar

46 MaterlPerubahan Pasal 84

| Peraturan Daerah (Raperda) tentang, Perubahan Atas Peraturan Daerah; |

' Perubahan ketentuan Pasal 84 yang akan dlmuat dalam Rancangani S

| Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah =~

| 1 o Bank Perkredxtan Rakyat Kabupaten Karanganyar dllakukan pada ayat (l) .
 dan (2) sebagal benkut ‘ ’ '
Ayat (I)

‘dan peraturan perundangan yan;D berlaku dapat dlkenakan hukuman' |
i ~_‘jdlsxplm . o - |
Ayat Q)

Karanganyar sebagax benkut

-Teguran lisan;

o ra‘

'Teguran tertulls o

Penundaan kcnaxkan gajl berkala

f ;c- o

’Penundaan kenankan pangkat

o .

Penurunan pangkat

;'vPembebasan jabatan

=)

: g »Pemberhentnan sementara Tal

i h.‘TPemberhentlan dengan hormat dan

i ’:‘Pemberhentlan deng,an tldak hormat

47 Maten Perubahan Pasal 85
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pcrubahan Atas Peraturan Daerah

. o Pegawal yang melanggar Peraturan Peg,awax PUD BPR Bank Karanganyar R

e Jenis hukuman yang dlkenakan kepada pegawa: PUD BPR Bankiv» BRI

Perubahan ketentuan Pasal 85 yang akan dlmuat dalam Rancangan o L



3 ’pUD BPR Bank Karanganyar dxberhennkan sementara apablla dlsangka S
e ‘atau kc;ahatan / tmdak pldana

8. Materl Perubahan Pasal 90

. Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah L ! o
Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyaryaltu bahwa Pegawal IR |

‘telah melakukan tmdakan yang meruglkan PUD BPR Bank Karanganyar : o

o Perubahan ketentuan Pasal 90 yang akan dlmuat dalam Rancangan

| ' Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerahff §
' Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dilakukan pada ayat (1) =

mendapatkan rekomenda51 dan Dewan PengaWdS e

.b Materl Perubahan Pasal 91

Peraturan Daerzh (Raperda) tcntang Perubahan Atas Peraturan Daerah e

: !yaltu kctentuan kepcgawaxan PUD BPR Bank Karanganyar dltetapkan{»fff:,
dengan Keputusan Dxreksx atas persetu_]uan Bupatl selaku RUPS setelah;’f"f A

’.‘v‘iPerubahan ketentuan Pasal 91 yang akan dxmuat dalam Rancangan _-

"Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daera.hv_

e _Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Dacrah e

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dllakukan pada ayat (1) .
f"yaltu direksi Wa_]lb menyusun rencana strategls PUD BPR Bank -

| "vKaranganyar Jangka panjang, yang dlcapal dalam Jangka waktu 5 (llma)'f}:"f_f,j -

tahun. v’

.v:Materl Perubahan P‘IS'II 92 ‘ S §
| Pembahan ketentuan Pasal 92 yang akan dlmuat dalam Rancangan-

:Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah [

» : Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah;‘ '
- Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat dluralkan sebaga1 -

o  berikut:
o v'Ayat(l)

es



: ”":Z."'anggaran tahunan PUD . BPR Bank Karanganyar yang. merupakan,f,.'ff S

Dlreksx PUD BPR Bank Karanganyar Wa_]lb menyusun rencana kerja dan L

| ' pen_;abaran tahunan dan Rencana Jangka Panjang pahng lambat 1 (satu) o

bulan sebelum tahun buku berakhlr B | R
| "‘Ayat(2) AT SR o Lo

\ ‘Rencana ker_|a dan anggaran tahunan PUD BPR Bank Karanganyar palmg , : BN

ff;u_-v:sedxkttmemuat REEIR . 'f e '

Ca rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan, dan

b. Hal-hai Lam yang memer]ukan Keputusan Bupatg Selaku RUPS . | :

L v_;v"Ayag .

a "Apablla sampa1 dengan permulaan tahun buku, Bupan sclaku RUPS tndak-f_ : i N8

. Rancangan rencana kerja dan ang;,aran tahunan PUD BPR Bank Yang SRR
2 telah d1tandatangam bersama Dewan Pcngawas dlSampalkan kepada3 o

o " Bupan selaku RUPS untuk mendapatkan pengesahan

:Materl Perubahan PaS‘ll 93 o : : o
Perubahan ketentuan Pasal 93 yang akan dlmuat dalam Rancangan'
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah_* }“, ; :};_ )
x5 . Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah ; b- L o
o ,} f:Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat dmralkan sebaga1 P |
: - berxkut " )
Avat()

L memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PUD BPRV E e

G Bank Karanganyar dmyatakan berlaku
».‘Ayat @ o

Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank o :
Karanganyar dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat E ':‘ e

;:1 'pengesahan Bupatl selaku RUPS
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‘ | Ayat (3) ‘ o
" Rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank Karanganyar telah

mendapat pengesahan Bupati selaku RUPS dlsampalkan kepada lepman

‘ Otontas Jjasa keuangan (0K ) setempat

Ayat (4)

~ Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD BPR Bank

S2.

Karanganyar men_]adl kewenan;,an Direksi.

Materi Perubahan Pasal 94 ‘ .
Perubahan ketentuan Pasal 94 yang akan dlmuat dalam Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Dacrah

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyardn]akukan pada ayat (2)

dan (3) sebagai berlkut

Ayat (2)
Direksi wajib membuat Iap01an tahunan mengena1 perkembangan usaha

~ PUD BPR Bank Karanganyar yang telah disahkan untuk dlsampalkan '

, kepada Bupati selaku RUPS dengan tembusan kepada Gubernur, Menten

- Dalam Negeri dan Punpman Otontas Jasa Keuangan ( OJK ) setempat.

Ayat (3)

" Direksi wajib mengumumkan laporan’ pubhkasn yang terdiri dari neraca

- dan laporan laba rugl yang telah dlsahkan pada papan pengumuman PUD

53.

BPR Bank Karanganyar

‘Materi Perubahan Pasal 95 N

- Perubahan ketentuan Pasal 95 'yahg akan dimuat dalam Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) fentang Perubahan Atas Peraturan Da_erah

. Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahuh 2011 téntang Perusahaan Daerah

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyardllakukan pada ayat (1)

(2), (3), dan (4) sebagai berxkut

| Ayat (l)
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: vTahun buku PUD BPR Bank Karanganyar dlsamakan dengan tahun
’ «“Ayat (2)

- setelah dlkurangl pajak dltctapkan sebagax benkut
a Bagian laba untuk dat,rah scbn.sar 50 % (Ilma puluh persen) .
'b."-'Cadangan Umum sebesal 13 % (tlg,a belas persen) o
’ c : Cadangan TUJuan 13 % (tlg,a belas persen), R |
: d. [)ana Kesejahtenaan 1" % ( sebel'xs persen) |
o c. ~J'lsa Produk51 ]l % ( sebclas pelsen)
"’f. :Tanf,gun;_., Jawab qosml 2 % ( dua persen)
- Ayat (3) .

o ""Baglan laba untuk Pemermtah dlanggarkan dalam ayat peﬂefiméah'

: | :?f.bbenkumya
Coayat@® | S
:Cadangan umum dan (,adanp:an llljllan dlpergunakan setelah mendapat-»

o pertlmban;,an than Peng,awas d‘m pelsctujucm Bupau »

54. bMaterl Perubahan Pasql 96

berlkut

B Laba bersxh PUD BPR Bank Karanganyar pada akhlr tahun anggaran E

: Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah pada tahuﬁ ‘an‘ggaranv

: 'fv‘ijerubahan ketentuan Pasal 96 yzmg akan dlmuat dalam Rancangan e
N Peraturan Daerah (Raperda) lentan;, Perubahan Atas Peraturan Daerahl‘fj""lf; o o
| Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah:‘ Lo R

Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat d:uraxkan sebagal o S

a Bupan melakukan pembmaan umum terhadap PUD BPR Bank o

- Karanganyar dalam rangka menmgkatkan daya guna dan hasil guna e ‘

.PUD BPR Bank Karanganyar sebagax alat kelengkapan Otonoml .‘ o

- f_‘,*‘ji;Daerah sehmgga dapat beropera51 sccara sehat mandm dan cﬁsxen s




b Otontas Jasa Keuangan ( OJK ) atau lembaga lam yang befWenang::,"‘_~' e

mcnurut Undang—undang melakukan pembmaan dan pengawasan f

s . terhadap PUD BPR Bank Karanganyar

55 Materl Perubahan Pasal 97

:?”:*f]__::vPcrubahan ketcntuan Pasal 97 yang akan dlmuat dalam Ra.ncangan'};_;‘:f“_gf S
| Peraturan  Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahﬂ[ o a

| ’Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah . _}
o o 'Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar yaitu bahwa PUD. BPR:'; j' s

 Bank Karanganyar dapat melakukan kerjasama dengan Pcrbankan dan atau - LT

._Lembaga Keuangan lamnya dalam usaha pemngkatan modal mana_lemen ‘ )

B profesxonahsme Perbankan

Materl Perubahan Pasal 98

_.}Perubahan ketentuan Pasa[ 98 yang akan dlmuat dalam Rancangan R

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah =

'Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pcmsahaan Daerah RN

= 'Bank Pcrkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat dmralkan sebaga1 o

o : | berlkut

oava()

o 'PUD BPR Bank Karanganyar menjadl anggota Perhxmpunan Bankg' o

) Perkredltan Rakyat mlhk Pemermtah Daerah
']Ayat(z) L S

P ;PUD BPR Bank Karanganyar ddpat memanfaatkan Perhlmpunan Bank”: o

‘Perkredltan Rakyat Mlhk Pemermtah Daerah sebagax asos:aSI yang :1 ‘,

- mejembataru keglatan ker_)asama antar PUD BPR Bank Karanganyar, dan‘ : Co

berkoordmasx dengan mstan51 terkalt dl pusat dan daerah




2

- :__Pcrubahan ketentuan Pasal 99 yang akan dxmuat dalam Rancangan 'l.;:i

A vpertanggung;awaban pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar kepada»' -

Maten Perubahan Pasql 99

Iv o Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah ST
v . Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah", ) :v S
. ’Bank Perkredxtan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat dluralkan sebagalbv B

" berikut :

k _;,Ayat(l) » | L o L |
_ Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar dltetapkan dengan Pel‘aturani_
% : Daerah dan berlaku setelah mcndapat pengesahan dan pejabat Yang .
berwenang v - B -

“':Ayat (2)

o Untuk pelaksanaan pcmbubaran PUD BPR Bank Karanganyar Pasal 1n1 o | 2.
RN dlbentuk PamtlaPembubaran oleh Bupat) o EEEN
g f_‘Ayat Q) | j T R o
; . Apabnla PUD BPR Bank Karanganyar dxbubarkan, hutang dan kewajlbanv‘ ‘_ P

) keuangan dlbayar darl harta kekayaan PUD. BPR Bank Karanganyar dan i S
T - sisalebih / kurang menjadl mlhk tanggung]awab Pemermtah Daerah :
,"3‘,;','1'Ayat (4) o i . - |
| :UPanma Pembubaran PUD. BPR Bank Karanganyar menyampaxkan R

: Bupan

,, MaterlPerubahan Pasal 100 o o -
ot o Perubahan ketentuan Pasal 100 yang akan dlmuat dalam Rancangan
- Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan 'Atas Peraturan Daerah o
e Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pcrusahaan Daerah"_', B

: “Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dapat dluralkan sebagm - o
-_ ’f‘ vbenkut o : . | .
:Ayat (l) N - |
L Bupati menyclesalkan kekaryaan Dll‘CkSl dan Pegawal atas pembubaran R

' PUD. BPR Bank Karanganyar

w0




R

B Perubahan ketentuan Pasal 102 yang akan dlmuat dalam Rancangan[:_:: i

B Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah, o

| 'Ayat(2) | ! e
L "».Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar dﬂaporkan oleh Bupatlf Lo
. kepada Gubemur dengan tembusan kepada Menterl Dalam Negeﬂ dan -

o FA,Otonoml .
_' Materl Perubahan Pasal 102

:  .v’,,Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahv_,_:- R
. ‘Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemsahaan Daerah - N
»‘  , Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dllakukan pada ayat (1)*; .
S }Ayat(l) PR R | |
.Anggota D1reksx dan atau peg,awal yang dengan Sengaja atau karena . -
'kelalalannya memmbulkan keruglan bagl PUD BPR Bank Karanganyar""-f e

S ‘v'waij mengg,antl kerublan dlmaksud

. Materi Perubahan Pasal 103 SRR N
»"Perubahan ketentuan Pasal 103 yang akan dnnuat dalam Rancangan-.i‘ e

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah"' o

- ’vBank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar dllakukan pada ayat (I) L R o |
. yang dapat d:uralkan sebaga1 benkut o
o Ava() T e IS
| Semua kekayaan / aset termasuk utang, plutang PD BPR BKD Kabupaten :  IR
: 'Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ngkat I o L
" Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank -
..Perkredltan Rakyat Badan Kredlt Desa Kabupaten Daerah Txngkat II [ S

: Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah ngkat IIi.J ai
: vKarangan}'ar Nomor 4 Tahun 1997 Serl D Nomor 4) scbagalmana tclah:,‘} BRA
~ diubah beberapa kah terakhlr dengan Peraturan Daerah Kabupatenv S
R Karanganyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas

;o



‘)

~ Peraturan Daerah Ka‘bupatenjDaerah,‘Tingkat} II Karanganyar Nomor 2
- Tahun 1996 teritang Perusahaén Daerah Bank Perkreditan :Rak‘yat Badan

Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar (Lembaran Daerah -

Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 6) yang sudah ada menjadi
~ kekayaan / absl_ét»,PUDv BPR}'Bank Karanganyar berdasarkan peraturan
‘Daerah ini. e o
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BABVI
PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini dlkemukakan kesimpulan dan saran-saran secara

berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab

sebelumnya

A Kesnmpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dmra:kan maka dapat dlslmpulkan hal-

- ~ hal sebagal berikut:
1.

Salah satu permasalahan ~ sosial ~yang dihadapi oleh pemérintah L

Kabupaten Karanganyar adalah adanya kebutuhan akan pelayanan |

perbankan dalam = rangka ‘meningkatkan ~derajat = kesejahteraan

* masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pcrubahén Atas Pcraturan'Daerah s

- Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tent_ang Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupateh Karanganyar diperlukan

‘untuk m‘er‘nberikanv kerangka dan landasan hukum bagi upaya o

pelayanan perbankan bagi masyarakat di dac}réh secara komprehensif -

~dan berkesinambungan, dalam rangka untuk 'méndukung pémbaxigunan '

perekonomian di daerah. Di samping itu, dengan adanya Peraturan
Daerah Kabupatcn 'Karang,anyar tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten - Kdrang,anyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karanganyar

dlmaksudkan sebagas !andasan hukum untuk memngkatkan kualitas

. pelayanan pada perus’thaan daerah bank perkredltan rakyat kepada

masyarakat yang dapat membenkan dampak tidak hanya pada
menmgkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat namun juga

memngkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.

-Pertimbangan dari ~pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Karangényar ‘Téi1tang' Perubahan Atas Peraturan Daerah - -
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: Kabupaten Karang,anyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang ‘Perusahaan -
_, Daerah Bank Perkredltan R'lkyat Kabupaten Karanganyar dapat dilihat
_‘:dan landasan ﬁlosoﬁs yll]ldlS dan sosm]ogls Pertama, penyusunan '
: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang} _I -
v ’: Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 e : »
o ‘Tahun 2011 tentang, Perusahaan Daerah Bank Perkredxtan Rakyat;'z_v'_"t.'".“’
Kabupaten Karanganyartelah sejalan dengan n1la1-n1]a1 Pancasﬂa dan“ l
H’UUD 1945 khususnya sda kedua Pancasﬂa yang berpr1n51p pada‘gv o
) _.“Keadllan Sosial ‘Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang membcnkan‘;_; o
Konsekuen51 mla1 mla: keadllan yang mehputl ' '

ol ’Keadllan sttnbunf yaltu suatu huhungan kead:lan antara negara

terhadap warganya da]am arti plhak negaralah yang Wa_]lb i

- " memenuh1 keadllan dalam bentuk keadllan membag:, dalam bentuki e

B 1-:kese.]ahteraan bantuan subsxdl serta kesempatan dalam h1dup-_'l‘_: o
A 1 bersama yang dldasarkan atas hak dan kewajlban R
o :’:: b. ”Kcadllan chal (keadxlan berta at) yaltu suatu hubungan keadalan";:-_f':' PR
o antara warga negara terhadap negara, dan dalam masalah ini pihak =
| o wargalah yang wa_]lb memenuh1 keadllan da]am bentuk mentaan“*'.:f;v:tm':
e » 1 peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara L

T c Keadxlan Komutatlf yaxtu suatu hubungan keadllan antara warga‘ s

":yang satu dengan warga lamnya secara tlmbal-balxk

e ?leax-mlax Keadllan 8031a1 Bag1 Seluruh Rakyat Indonesxa _]elas _:' e
L ‘."merupakan Iandasan temnggl dalam pe]ayanan kesehatan karena yang B
akan dnlakukan adalah upaya untuk menyedlakan penyedlaan obat
| barang-barang farma31 dan Jasa penunjang kesehatan, sehmgga dapat o
"mengantarkan masyarakat untuk -mencapai status kcschatan yang’f Ll
s 'optlmal Kedua, penyusunan Rancangan Pcraturan Daerah tentang}';“v,:' .
- ’Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 2
Tahun 201! tentang, Perusahaan Daerah Bank Pcrkredltan Rakyat o
’ Kabupaten Karanganyarjelas merupakan Perda yang teIah mem1hk1 |

- : »1andasan yundls yang kuat oleh karena d1dasar1 oleh norma hukumv» R

o f{ 104;"’:'} -



_ yang lcblh supenor atau yang lebxh tmggl, mulal dan UUD 1945_;_,

o . maupun berbga1 peraturan perundang-undangan lamnya. Ketzga norma' :

- o - : 1 hukum Yang akan dltungkan dalam Peraturan Daerah tentang' N

- * dan knterla faktlsnas hukum (kenyataan faktual)

S prOfesmnahtas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkredltan Rakyat

B. Saran o

maka dapat dlkemukakan saran-saran sebagal benkut

1. Naskah akademlk ini memuat uraxan teorms dan prakns tentang{ ST

o _ optlmallsam Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten

) '.'Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2.~
. »’;j‘v’Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyat».v o

'_‘f’Kabupaten Karanganyarjuga telah memlhkl akar empms yang kuat. »:f 5:;

o pengakuan (recogmtzon theory) knterla penerlmaan (recept:on theory) S

. untukmembenkan pedomdn kcpada pemenntah daerah dalam C
g : »menyusun menyusun strategl memngkatkan kesejahteraan masyarakat =
= me]alm pcnyedlaan pe]ayan'm perbankan bank dalam Wlljlld Slmpanan;f -

) maupun pembxayaan s pcrmodalan serta - untuk - mewujudkan'

Bersarakan keSImpulan dan hasxl analxsns yang telah dlkemukakan

. "-,Hal ini_ dapat dl]lhat darx 3 (tlga) hal yaltu berdasarkan krlterla::f;i_:f.*"-7 L

. Sasaran yang akan dnwmudkan dar: Rancangan Pcraturan Daerah'-';~’3‘f'v"- St

- Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah: o o

. Daerah Bank Perkredxtan Rakyat Kabupaten Karanganyaradalah v: S L

Karanganyar dalam pembangunan d1 daerah Oleh karena itu, perlu adanya 5 o

o Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyat Kabupaten Karanganyar

o pemllahan substansx dalam Naskah Akademlk 1m dengan Rancangan[:’

saran dan tekomendasn bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten,v
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o Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tcntang Perubahan Atas;"?v"-’”: o

i E : B o ;Peraturan Daerah KabulJmen Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang' S "

L 2. | 'Berdasarkan hasxl kajlan yang telah dllakukan maka dapat dlkemukakan



X

LI

Karanganyar' Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kabup’zit'en' Karanganyarséyogyanya mendapatkan

: prioritas dalam ProgramPembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten

©,  Karanganyar,
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